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TRANSLITERASI 
A. Transliterasi Arab-Latin 
Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin 
dapat dilihat pada tabel berikut : 
1. Konsonan 
 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
ا Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan 
ب ba b be 
ت ta t te 
ث ṡa ṡ es (dengan titik diatas) 
ج jim j je 
ح ḥa ḥ ha (dengan titik dibawah) 
خ kha kh ka dan ha 
د dal d de 
ذ zal z zet (dengan titik diatas) 
ر ra r er 
ز zai z zet 
س sin s es 
ش syin sy es dan ye 
 x 
 
ص ṣad ṣ es (dengan titik dibawah) 
ض ḍad ḍ de (dengan titik dibawah) 
ط ṭa ṭ te (dengan titik dibawah) 
ظ ẓa ẓ zet (dengan titik dibawah) 
ع „ain  apostrof terbalik 
غ gain g ge 
ف fa f ef 
ق qaf q qi 
ك kaf k ka 
ل lam l el 
م mim m em 
ن nun n en 
و wau w we 
ه ha h ha 
ء hamzah   apotrof 
ى ya y ye 
 Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi 
tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda  
(  ). 
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2. Vokal 
Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal 
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambanya berupa tanda atau harakat, 
transliterasinya sebagai berikut: 
 
Tanda Nama Huruf  Latin Nama 
َ ا fatḥah a A 
 َا kasrah i I 
َ ا ḍammah u U 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 
harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 
 
Tanda Nama Huruf  Latin Nama 
 َي fatḥah dan y  
  ai a dan i 
 َو fatḥah dan wau au a dan u 
3. Maddah 
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 
transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 
 
Harakat dan 
Huruf 
Nama Huruf  dan 
tanda 
Nama 
 َي… / َ ا …. Fatḥah dan alif atau y  
    a dan garis di atas 
ي Kasrah dan y  ī i dan garis di atas 
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و ḍammah dan wau Ữ u dan garis di 
atas 
Contoh: 
ت ام : m ta 
ىمر : ram  
ليق : qīla 
ت ومي : yamūtu 
4. Tā marbūṭah 
Transliterasi untuk tā’ marbūṭah ada dua yaitu: tā’ marbūṭah yang hidup 
atau mendapat harakat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah (t). 
sedangkan tā’ marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, 
transliterasinya adalah (h). 
Kalau pada kata yang berakhir dengan tā’ marbūṭah diikuti oleh kata 
yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka 
tā’ marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 
5. Syaddah (Tasydīd) 
Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 
dengan sebuah tanda tasydīd ( ﹼ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan 
perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf  لا 
(alif lam ma‟arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang 
ditransliterasi seperti biasa, al-,baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsyiah 
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maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung 
yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya 
dan dihubungkan dengan garis mendatar ( - ). 
7. Hamzah. 
Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof ( „ ) hanya berlaku 
bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah 
terletah di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia 
berupa alif. 
8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa 
Indonesia 
Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah 
atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau 
kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa 
Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim 
digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara 
transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur‟an (dari al-Qur‟ n), Alhamdulillah, 
dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu 
rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.  
9. Lafẓ al-jalālah (ﷲ ) 
Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf 
lainnya atau berkedudukan sebagai muḍ  ilaih (frasa nominal), ditransliterasi 
tanpa huruf hamzah. 
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Contoh: 
الله نيد    dīnull h  الله اب  bill h 
Adapun tā’ marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada lafẓ al-
jal lah, ditransliterasi dengan huruf (t). contoh:  
 هللا ةمحر يفمه   hum fī raḥmatill h 
10. Huruf Kapital 
Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf capital (All caps), 
dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang 
penggunaan huruf capital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang 
berlaku (EYD). Huruf capital, misalnya, digunakan untuk menulis huruf awal 
nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama permulaan kalimat. Bila 
nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf 
kapital tetap dengan huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata 
sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang 
tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku 
untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik 
ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan 
DR). contoh: Wa m  Muḥammadun ill  rasūl. 
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ABSTRAK 
 
Nama  : Gunung Sumanto 
NIM  : 10100112085 
Judul : HAM dalam Pandangan Islam dan UUD 1945 Pasca Amandemen 
(Studi Perbandingan dengan Pendekatan Maqashid al-Syari'ah) 
 
Skripsi ini membahas tentang HAM dalam Islam dan UUD 1945 pasca 
amandemen ditinjau dengan pendekatan maqashid al-syari'ah. Kajian ini 
dilatarbelakangi oleh ketertarikan penulis terhadap wacana HAM, khususnya HAM 
Islam dan UUD 1945 pasca amandemen. Selanjutnya dibagii ke dalam dua rumusan 
masalah, yaitu: 1) Bagaimana konsep dalam HAM Islam dan UUD 1945 pasca 
amandemen? 2) Bagaimana tinjauan maqashid al-syariah terhadap konsep HAM 
dalam Islam dan UUD 1945 pasca amandemen?. 
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (library 
research). Dalam kajian ini, penulis menggunakan pendekatan yuridis dan 
pendekatan teologi normatif, dengan cara pengolahan dan analisis data: 1) metode 
deskriptif analitik yang digunakan untuk menganalisa konsep HAM dengan cara 
memaparkan data-data untuk memperoleh suatu kesimpulan, 2) metode analisis 
sejarah digunakan untuk menganalisis latarbelakang munculnya materi HAM dalam 
Islam dan UUD 1945, 3) metode analisis konsep digunakan untuk mengkaji dan 
melakukan perbandingan konsep HAM yang hadir sebelumnya. 
Setelah melakukan penelitian tentang HAM dalam pandangan Islam dan UUD 
1945 dengan pendekatan maqashid syariah, ditemukan bahwa antara HAM Islam dan 
UUD 1945 pasca amandemen sangat sesuai dengan konsep (maqashid syariah). 
Dalam pandangan Syatibi ada lima aspek dasar yang harus dilindungi oleh manusia 
yaitu: agama, kehidupan, akal, keturunan,harta. Dan keduanya, baik itu Islam dan 
UUD 1945 pasca amandemen sama-sama melindungi lima aspek tersebut. Sehingga 
dapat disimpulkan bahwa UUD 1945 pasca amandemen itu sangat Islami. 
Implikasi dari penelitian tentang HAM dalam pandangan Islam dan UUD 
1945 pasca amandemen dengan pendekatan maqashid syari'ah telah menemukan 
persamaan dan perbedaan yang dasar tentang HAM dalam pandangan Islam dan UUD 
1945 pasca amandemen, Penelitian yang lebih dalam tentang konsep hak asasi 
manusia dengan pendekatan maqashid syariah akan sangat berguna dalam perumusan 
konsep HAM yang lebih humanis. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Hak asasi manusia (HAM) merupakan isu yang semakin berkembang seiring 
dengan berjalannya waktu. Hal ini dapat dilihat dari tingginya minat masyarakat dari 
berbagai lapisan.
1
 Isu ini menjadi berkembang, dikarenakan dalam perjalanannya 
penegakan hak asasi manusia seringkali mendapatkan penghianatan dengan 
didobraknya tatanan nilai yang ada. Dampaknya adalah, muncul gejolak dalam 
masyarakat untuk menolak segala bentuk ketimpangan yang terjadi. Tuntutan akan 
adanya keadilan, persamaan hak, kemerdekaan dan kedamaian tidak lagi bisa 
dikompromikan. 
Anggapan bahwa permasalahan ini muncul kepermukaan karena belum 
jelasnya konsep tentang hak asasi manusia dewasa ini. Hal ini mengakibatkan, 
ketidakjelasan penafsiran tentang hak-hak asasi manusia dalam diskusi politik dan 
hukum yang berujung pada diterima atau ditolaknya konsep mengenai hak asasi 
manusia ini. 
Interpretasi tentang hak (rights) yang menjadi landasan dalam pembahasan 
tentang hak asasi manusia mempunyai makna yang luas, yang bernuansa moral 
sekaligus politik. Dari bahasa Inggrisnya, konsepsi tentang rights (hak dasar) tidak 
dapat diterjemahkan dengan makna tunggal ke dalam bahasa Indonesia. Di dalam 
                                                          
1
Pernyataan ini berangkat dari banyaknya karya tulis yang berkaitan dengan hak-hak 
asasi manusia. Abdullahi Ahmed An-naim misalnya, menulis buku yang didalamnya berkaitan 
dengan hak asasi manusia, khusunya yang menyangkut dengan ajaran Islam dan praktek 
kenegaraan. Jack Donnelly, menulis tentang Universal Human Rights in Theory dan Practice: 2nd 
Edition (USA: Cornell University Press, 2003), h. 10.  
2 
makna rights terkandung beragam makna seperti privilege (kehormatan), immunity 
(kekebalan), claims (klaim), entitlement (sesuatu yang dimiliki), power (kekuasaan) 
dan expectation (sesuatu yang menjadi harapan).
2
 
Dalam ilmu hukum, kata "hak" mempunyai batasan tertentu, biasanya disebut 
sebagai hukum subyektif.
3
 Dijelaskan bahwa setiap hubungan hukum mempunyai dua 
sisi, yakni (1) kekuasaan atau wewenang, dan (2) kewajiban. Wewenang inilah yang 
dimaksud dengan "hak" dan merupakan sisi aktif dari hubungan hukum itu. Sedang 
kewajiban merupakan sisi pasif dari hubungan tersebut.
4
 Kata asasi bermakna segala 
sesuatu yang bersifat dasar, prinsip dan fundamental yang selalu melekat pada 
obyeknya. Kata manusia dapat diartikan sebagai mahluk ciptaan Tuhan yang 
mempunyai akal.
5
 Jadi berangkat dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa 
hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang melekat pada setiap manusia sehingga 
dia dapat hidup penuh martabat.
6
 
Menurut John Locke
7
, hak asasi manusia adalah hak-hak yang langsung 
diberikan oleh Tuhan Yang Maha Pencipta. Oleh karena itu, tidak ada kekuasaan 
                                                          
2
Ani W. Soetjipto (ed), HAM dan Politik Internasional: Sebuah Pengantar (Jakarta: 
Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015), h. 15. 
3
Ali Yafie, Menggagas Fiqih Sosial dari Soal Lingkungan Hidup, Asuransi hingga 
Ukhuwah (Cet. III; Bandung: Mizan, 1995), h. 152. 
4
Kurniati, HAM dalam Perspektif Syariah dan Deklarasi PBB: Studi Komparatif dengan 
Pendekatan Hukum Islam (Samata: Alauddin University Press, 2012), h. 39. 
5
EM Sul Fajri dan Ratu Aprilia Senja, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, (Cet III; 
Jakarta: Difa Publisher, 2008),  h 549. 
6
Ani W. Soetjipto (ed), HAM dan Politik Internasional: Sebuah Pengantar, h. 9. 
7
John Locke, Wikipedia Indonesia. File:///C:/Users/Acer%20V5-122P/ Downloads/ 
John%20Locke%20%20Wikipedia%20bahasa%20Indonesia,%20ensiklopedia%20bebas.html 
(Diakses pada 29 Juli 2016). 
3 
apapun yang dapat mencabutnya. Hal ini, menjadi penegasan kepada manusia agar 
mampu menghargai hak hak pribadi dan orang disekitarnya. 
Menurut Hasbi Ash-Shiddieqi, hak asasi manusia adalah hak-hak yang dapat 
meninggikan derajat manusia; memungkinkan mereka berserikat, berusaha untuk 
kebajikan manusia dan memelihara kemuliaan manusia.
8
  
Dalam Islam, hak asasi manusia merupakan anugerah Tuhan. Berdasarkan hal 
ini hak asasi manusia dalam Islam bersifat Ilahiyyah, yakni bertujuan untuk dan 
bersumber dari Tuhan.
9
 Oleh karena itu, segala tindakan yang dilakukan oleh 
manusia dikarenakan kehendak bebasnya harus disandarkan pada kerangka keadilan, 
persamaan dan cinta kasih. Untuk memahami lebih mendalam tentang konsep hak 
asasi manusia dalam Islam, maka harus dipahami konsep tauhid, sebagaimana yang 
tertulis dalam (QS al-Ikhlas/ 112: 1-4) 
 
                                  
        
 
Terjemahannya: 
 
Dia-lah Allah, yang Maha Esa, Allah adalah Tuhan yang bergantung kepada-
Nya segala sesuatu, dia tiada beranak dan tidak pula diperanakkan dan tidak 
ada seorangpun yang setara dengan dia.
10
 
 
Berangkat dari pernyataan ayat al-Qur'an di atas, menunjukkan bahwa 
manusia tidak boleh menjadikan tujuan hidupnya kepada apapun selain Allah. 
                                                          
8
Nourouzzaman Shiddiqi, Fiqh Indonesia: Penggagas dan Gagasannya (Cet. I; 
Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), h. 147. 
9
Kurniati, HAM dalam Perspektif  Syariah dan Deklarasi PBB: Studi Komparatif dengan 
Pendekatan Hukum Islam, h. 8. 
10
Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya (Bandung: 
Kementrian Agama RI, 2012), h. 604. 
4 
Dampak dari orientasi tauhid ini adalah manusia, dilahirkan mempunyai hak dan 
kewajiban yang sama dan yang membedakan semata-mata hanya taqwa.
11
 
Penjabaran terkait hak dan kewajiban manusia ini dapat dilihat dalam QS al-
Baqarah/ 2:83, 215 dan 256; QS Yunus/ 10: 99; QS al-Nahl/ 6: 125; QS al-Isra/ 17:23 
dan 24; QS al-Ankabut/ 29:8; QS Lukman/ 31:15; QS al-Kahfi/ 18:77; QS al-Sariyat/ 
51:26, 27; QS al-Nisa/ 4:36 dan masih banyak lagi yang lain.
12
 Hal ini menunjukkan 
bahwa, sejak awal kemunculannya Islam telah konsisten berbicara mengenai hak hak 
asasi manusia ataupun kewajiban asasinya. 
Pada dasarnya manusia ingin kebutuhan pokoknya dapat terpelihara. Hal ini 
sesuai dengan tujuan Tuhan menurunkan syariah yang dikenal dengan istilah 
maqashid al-syariah yang berintikan kemaslahatan manusia. Dalam pandangan Satria 
Effendi, maqashid syariah berarti tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan 
hukum-hukum Islam. Tujuan itu dapat ditelusuri dalam ayat-ayat al-Qur’an dan 
sunnah Rasulullah sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi 
kepada kemaslahatan umat manusia.
13
 Penegasan atas hal ini dapat kita liat dalam QS 
al-An'am/ 6: 14. 
 
                         
  
 
Terjemahannya: 
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Kurniati, HAM dalam Perspektif Syariah dan Deklarasi PBB: Studi Komparatif dengan 
Pendekatan Hukum Islam, h. 2. 
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5 
kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari 
urusan (agama itu), Maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa 
nafsu orang-orang yang tidak mengetahui.
14
 
 
Dalam pandangan Mahmud Syaltut, syari’ah diartikan sebagai aturan-aturan 
yang diciptakan oleh Allah untuk dipedomani manusia dalam mengatur hubungan 
dengan Tuhan, dengan manusia baik sesama muslim atau non muslim, alam dan 
seluruh kehidupan.
15
 Oleh karenanya, pangkal dari syariah diturunkan adalah 
kemaslahatan yang bertujuan untuk memelihara kebutuhan pokok manusia.  
Pemeliharaan kebutuhan pokok tersebut memiliki dimensi Daruriyyat, Hajiyat 
dan Tahsiniyat.
16
 Dalam tulisan ini, yang akan dikaji adalah kebutuhan yang sifatnya 
Daruriyyat. Istilah ini lebih dikenal dengan al-Daruriyyat al-Khamsah yang oleh 
sebagian ahli menganggapnya sebagai hak dan kewajiban asasi manusia yang harus 
dijamin dan dilindungi. Hal ini dapat meliputi : Hifdzu al-din (penghormatan atas 
kebebasan agama), hifdzu al-nafs (penghormatan atas jiwa, hak hidup dan 
kehormatan individu), hifdzu al-aql (melindungi kesehatan akal dan pertumbuhan 
intelektualitas), hifdzu al-nasl (melindungi hak berketurunan) dan hifdzu al-mal 
(melindungi hak pemilikan dan pemanfaatan harta).
17
 
Selaras dengan hal tersebut, sebagai sebuah produk politik UUD 1945 juga 
menyatakan hal yang demikian. Penjaminan akan pentingnya perlindungan dan 
penegakkan nilai-nilai hak asasi manusia (HAM) khususnya pada aspek yang sifatnya 
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Daruriyyat atau pokok, dianggap sesuatu yang penting dan harus ada, khususnya 
dalam UUD 1945 sebagai konstitusi. Konstitusi secara sederhana dapat diartikan 
sebagai suatu dokumen yang berisi aturan-aturan untuk menjalankan suatu 
organisasi.
18
 Organisasi dimaksud ini, beragam bentuk dan kompleksitas strukturnya. 
Negara sebagai salah-satu bentuk organisasi, pada umumnya selalu memiliki naskah 
yang disebut sebagai konstitusi atau undang-undang dasar. Dalam konsep konstitusi 
itu tercakup juga pengertian peraturan tertulis, kebiasaan dan konvensi-konvensi 
kenegaraan (ketatanegaraan) yang menentukan susunan dan kedudukan organ-organ 
negara, mengatur hubungan antar organ negara itu, dan mengatur hubungan organ-
organ negara tersebut dengan warga negara.
19
 Maka dari itu, keberadaan konstitusi 
sebagai dasar negara akan menentukan politik tata kelola pemerintahan negara 
tersebut. 
Pasca reformasi, gagasan perubahan UUD 1945 kembali muncul dalam 
perdebatan pemikiran ketatanegaraan kita. Pada awal masa reformasi, presiden 
membentuk Tim Nasional Reformasi Menuju Masyarakat Madani yang di dalamnya 
terdapat kelompok reformasi hukum dan perundang-undangan. Kelompok tersebut 
menghasilkan pokok-pokok usulan amandemen UUD 1945 yang perlu dilakukan 
melihat kelemahan-kelemahan dan kekosongan dalam UUD 1945 sebelum 
perubahan. 
Gagasan perubahan UUD 1945 menjadi kenyataan dengan dilakukannya 
perubahan UUD 1945 oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Pada sidang 
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tahunan MPR 1999, seluruh fraksi di MPR membuat kesepakatan tentang arah 
perubahan UUD 1945, yaitu:
20
 
1. Sepakat untuk tidak mengubah pembukaan UUD 1945; 
2. Sepakat untuk mempertahankan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia; 
3. Sepakat untuk mempertahankan sistem presidensil (dalam pengertian 
sekaligus menyempurnakan agar betul-betul memenuhi ciri umum sistem 
presidensil); 
4. Sepakat untuk memindahkan hal-hal normatif yang ada dalam penjelasan 
UUD 1945 ke dalam pasal-pasal UUD 1945; dan  
5. Sepakat untuk menempuh cara addendum21, dalam melakukan amandemen 
terhadap UUD 1945. 
Perubahan UUD 1945 kemudian dilakukan secara bertahap dan menjadi 
salah-satu agenda sidang tahunan MPR.
22
 Dari tahun 1999 hingga perubahan keempat 
pada sidang tahunan MPR tahun 2002 bersamaan dengan kesepakatan dibentuknya 
Komisi Konstitusi yang bertugas melakukan pengkajian secara komprehensif tentang 
perubahan UUD 1945 berdasarkan ketetapan MPR No. I/MPR/2002 tentang 
Pembentukan Komisi Konstitusi. 
Perubahan pertama dilakukan dalam sidang tahunan MPR tahun 1999. 
Berdasarkan ketentuan pasal-pasal yang diubah, arah perubahan pertama UUD 1945 
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adalah membatasi kekuasaan Presiden dan memperkuat kedudukan Dewan 
Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai lembaga legislatif.
23
 Perubahan kedua dilakukan 
dalam sidang tahunan MPR tahun 2000. Perubahan kedua ini meliputi masalah 
wilayah negara dan pembagian pemerintahan daerah, menyempurnakan perubahan 
pertama dalam hal memperkuat kedudukan DPR dan ketentuan-ketentuan yang 
terperinci tentang HAM.
24
 Perubahan ketiga dilakukan pada sidang tahunan MPR 
tahun 2001. Materi perubahan ketiga UUD 1945 meliputi ketentuan tentang asas-asas 
landasan bernegara, kelembagaan negara dan hubungan antar lembaga negara dan 
ketentuan-ketentuan tentang pemilihan umum.
25
 Dan perubahan keempat dilakukan 
dalam sidang tahunan MPR tahun 2002. Materi perubahan pada perubahan keempat 
adalah ketentuan-ketentuan tentang kelembagaan negara dan hubungan antar lembaga 
negara, penghapusan Dewan Pertimbangan Agung (DPA), ketentuan tentang 
pendidikan dan kebudayaan, ketentuan tentang perekonomian dan kesejahteraan 
sosial dan aturan peralihan serta aturan tambahan.
26
 
Jadi, setelah melewati beberapa fase perubahan UUD 1945 terdapat beberapa 
penambahan terkait dengan materi UUD 1945 salah-satunya adalah penambahan 
ketentuan-ketentuan yang lebih terperinci tentang HAM. Misalnya pada pasal 28A 
yang berbunyi "setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup 
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9 
dan kehidupannya."
27
 Oleh karena itu, penjaminan akan hak asasi manusia 
warganegara adalah suatu keharusan. Menjadi suatu keharusan dikarenakan, telah 
dimuat dalam UUD 1945 sebagai dasar dalam bernegara dan consensus tertinggi 
bangsa Indonesia. Dengan demikian, tidak adalagi tawar-menawar terkait 
perlindungan dan penegakan hak asasi manusia. Sebab negara merupakan entitas 
utama yang bertanggung jawab melindungi, menegakkan dan memajukan hak asasi 
manusia. 
Dalam hukum hak asasi manusia, pemangku hak (rights holder) adalah 
individu, sedangkan pemangku kewajiban (duty bearer) adalah negara. Negara 
mempunyai tiga kewajiban umum terkait dengan HAM, yaitu menghormati (oligation 
to respect), melindungi (obligation to protect) dan memenuhi (obligation to fulfill). 
Individu, di sisi lain diikat oleh kewajiban untuk tidak mengganggu HAM individu 
lainnya.
28
 
Kewajiban negara untuk menghormati HAM ini akan terlanggar jika negara 
melakukan tindakan (commission) terhadap sesuatu di mana seharusnya ia bersifat 
pasif atau menahan diri dari penikmatan hak yang akan dilakukan oleh individu. Juga 
negara dikatakan melanggar HAM jika melakukan pembiaran (omission) jika ia gagal 
melindungi dari pihak ketiga atau memenuhi HAM warga negaranya. Oleh karena itu 
peran aktif warga masyarakat dan negara, akan menjadi penggerak utama penegakkan 
HAM. 
Jadi berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat kita tarik benang merah 
bahwa Islam sebagai agama dianggap memuat dan menjunjung tinggi nilai-nilai 
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kemanusiaan dalam hal ini hak asasi manusia, begitupun dengan UUD 1945 sebagai 
produk politik. Hal inilah yang kemudian, mendorong penulis tertarik meneliti lebih 
jauh, terkait dengan persamaan dan perbedaan yang paling prinsip antara konsep 
“HAM dalam Pandangan Islam dan UUD 1945 Pasca Amandemen (Studi 
Perbandingan dengan Pendekatan Maqashid al-Syariah)." 
B. Rumusan Masalah  
Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka pokok masalah yang 
akan dibahas adalah bagaimana persamaan dan perbedaan antara HAM dalam 
Pandangan Islam dan UUD 1945 Pasca Amandemen, jika dianalisis dengan 
Pendekatan Maqashid al-Syariah. Adapun sub masalah dalam penelitian ini adalah : 
1. Bagaimana konsep HAM dalam Islam dan UUD 1945 pasca amandemen? 
2. Bagaimana tinjauan maqashid al- syariah terhadap konsep HAM dalam Islam 
dan UUD 1945 pasca amandemen? 
C. Pengertian Judul 
Untuk memudahkan dalam memahami skripsi ini, maka akan diuraikan 
pengertian judul tentang batasan atau ruanglingkup setiap kata yang ada dalam skripsi 
“HAM dalam Pandangan Islam dan UUD 1945 Pasca Amandemen (Studi 
Perbandingan dengan Pendekatan Maqashid al-Syariah.)" 
Kata HAM adalah singkatan kata dari hak asasi manusia. Kata hak asasi 
manusia, dapat diartikan sebagai hak dasar yang dimiliki manusia.
29
  
Menurut pandangan Adnan Buyung Nasution hak asasi manusia adalah hak 
kodrati yang diberikan Tuhan kepada setiap manusia, yang tanpanya manusia 
mustahil dapat hidup sebagai manusia hakiki dan bermartabat.
30
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Menurut pandangan DF. Scheltens sebagaimana dikutip Nurul Qamar hak 
asasi manusia adalah hak yang diperoleh setiap manusia sebagai konsekuensi ia 
dilahirkan menjadi manusia.
31
 Jadi, hak asasi manusia yang penulis maksud adalah 
hak-hak dasar atau pokok yang tidak dapat dikurangi atas dasar apapun. Dan 
membatasi hanya pada aspek Daruriatnya. 
Islam adalah agama yang dibawah oleh Rasulullah Muhammad saw. Yang 
menjadikan al-Quran dan hadis sebagai pedoman.
32
 
UUD 1945 secara sempit adalah konstitusi Republik Indonesia. Konstitusi 
secara sederhana dapat diartikan sebagai suatu dokumen yang berisi aturan-aturan 
untuk menjalankan suatu organisasi.
33
 UUD 1945 yang penulis maksud, adalah 
hukum dasar yang dijadikan bangsa Indonesia sebagai pedoman dalam berbangsa dan 
bernegara. 
Kata Amandemen berarti 1. Perubahan; 2. Perombakan ataupun 3. Perbaikan. 
Kata amandemen yang penulis maksud, adalah perubahan UUD 1945 secara bertahap 
dengan ditambahkannya muatan-muatan normatif di dalamnya. salah satunya adalah 
penambahan materi HAM. 
Secara lughawi (bahasa) Maqashid al-Syariah berasal dari dua kata, yakni 
maqashid dan syariah. Maqashid adalah bentuk jama' dari maqashid yang berarti 
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kesengajaan atau tujuan.
34
 Syariah berarti jalan menuju sumber air. Jalan menuju 
sumber air ini dapat pula dikatakan sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan.
35
 
Wahbah Al-Zuhaili, Maqasid Al-Syariah berarti nilai-nilai dan sasaran 
syara’ yang tersirat dalam segenap atau bagian terbesar dari hukum-hukumnya. Nilai-
nilai dan sasaran-sasaran itu dipandang sebagai tujuan dan rahasia syariah, yang 
ditetapkan oleh al-Syari’ dalam setiap ketentuan hukum.36 
Jadi, Maqashid Al-Syari'ah yang penulis maksud adalah sebuah instrumen 
metodologis dalam ilmu ushul fiqh untuk mengukur aktivitas manusia. Maqashid al-
Syari'ah ini digunakan untuk menganalisis perbandingan konsep HAM Islam dan 
UUD 1945. 
D. Kajian Pustaka 
Setelah Peneliti melakukan penelusuran terhadap literatur-literatur yang 
berkaitan dengan obyek kajian penelitian ini, diperoleh beberapa hasil penelitian 
maupun buku yang relevan dengan penelitian ini diantaranya: 
Pertama, buku yang ditulis oleh Dr. Kurniati, S.Ag, M.HI. yang berjudul 
HAM dalam Perspektif Syariah dan Deklarasi PBB (Studi Komparatif dengan 
Pendekatan Metodologi Hukum Islam). Buku ini, merupakan salah satu tulisan yang 
melakukan pembandingan HAM dalam Syariah dan HAM dalam deklarasi PBB. 
Kemudian beliau melakukan pendekatan dengan metodologi hukum Islam. Yang 
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menarik di buku ini adalah, kajian terkait dengan perbandingan konsep HAM dalam 
Syari’ah dan Deklarasi PBB yang didudukkan di bawah payung metodologi hukum 
Islam, yang berujung pada ditemukannya persamaan dan perbedaan yang prinsipil 
dalam proses pengkajiannya. yang menjadi objek kajian dalam tulisan ini adalah 
HAM (hak asasi manusia). Keterbatasan dari pengkajian tulisan penulis ini, hanya 
pada interpretasi konsep HAM dalam Syariah dan membandingkannya dengan 
memakai pendekatan metodologi hukum Islam. 
Kedua tulisan Prof. Dr. H Hamka Haq, MA yang berjudul Syariat Islam 
(Wacana dan Penerapannya). Tulisan ini berupaya untuk menjelaskan syariah ditinjau 
dalam beberapa aspek yang lebih luas dan penerapannya, dalam konteks kehidupan 
masyarakat dan bernegara. Yang menarik dari buku ini adalah kajian mengenai 
penegakkan syariat Islam dalam konteks kenegaraan dilihat dari berbagai sudut 
pandang. Dalam tulisan ini, keterbatasan yang penulis temui terletak pada kurangnya 
pendalaman materi pada beberapa wacana yang diangkat hanya terbatas pada 
penjelasan basis-basis normatifnya saja. 
Ketiga, tulisan Syukron Kamil dkk. Yang berjudul Syariah Islam dan HAM 
(Dampak Perda Syariah Terhadap Kebebasan Sipil, Hak-Hak Perempuan dan Non-
Muslim). Yang menarik dari buku ini adalah penjelasan yang lebih mendalam 
terhadap konsep syariah Islam dan HAM khususnya mengenai dampak peraturan 
daerah terhadap kebebasan sipil, hak-hak perempuan dan non-muslim khusunya di 
Aceh. Keterbatasan yang penulis temui, hanya terletak pada tempat yang dijadikan 
sebagai objek kajian yang ruang lingkupnya tidak terlalu luas.  
Keempat, tulisan Mujaid Kumkelo, Moh. Anas Kholish, Fiqh Vredian Aulia 
Ali. Yang berjudul Fiqh HAM: Ortodoksi dan Liberalisme Hak Asasi Manusia dalam 
14 
Islam. Di dalam buku ini yang menarik adalah pembahasan wacana HAM menurut 
pandangan Abul A'la Al-Maududi dan Ahmed Abdullah An-Naim yang menjelaskan 
pandangan mereka terhadap wacana HAM. Adapun keterbatasan dalam buku ini, 
yaitu hanya menjelaskan secara historis perjalan kedua tokoh dan pandangannya 
terhadap wacana HAM. Tidak melakukan pembandingan pemikiran secara konkrit. 
Kelima, tulisan Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H yang berjudul Konstitusi 
Bernegara. Yang menarik dalam buku ini, pembahasan mengenai aktualisasi dan 
potret konstitusi dalam praksis kenegaraan, penyelenggaraan good governance, dan 
wajah demokrasi di Indonesia pasca perubahan UUD 1945. Keterbatasan buku ini, 
hanya mengkaji terkait dengan konstitusi Indonesia dan praktiknya dalam upaya 
mewujudkan good governance. 
Keenam, buku yang ditulis oleh Prof. Dr. Bagir Manan, S.H., MCL dan Susi 
Dwi Harijanti, S.H., LLM, Ph.D yang berjudul tentang Memahami Konstitusi (Makna 
dan Aktualisasinya). Yang menarik dalam buku ini, dibahas tentang bagaimana 
konsepsi konstitusi khususnya konstitusi Indonesia baik makna dan proses 
aktualisasinya. Akan tetapi kajian dalam buku ini terbatas pada konstitusi Indonesia 
dan lebih menekankan aspek sejarahnya. 
Ketujuh, buku Dr. Nurul Kamal, S.H., M.H. yang berjudul Hak Asasi 
Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi (Human Rights in Democratiche 
Rechtstaat). Buku ini mengkaji tentang penegakkan hak asasi manusia di negara 
hukum demokrasi. Menariknya dari buku ini, adalah pemaparan terkait bagaimana 
realitas penegakkan hak asasi manusia di negara demokrasi. akan tetapi terbatas 
hanya pada aspek HAM dan negara hukum demokrasi di Indonesia. 
15 
Berdasarkan hasil penelusuran penulis di atas tentang tulisan yang terkait 
dengan judul skripsi ”HAM dalam Pandangan Islam dan UUD 1945 Pasca 
Amandemen (studi perbandingan dengan pendekatan Maqashid al-Syariah).” Sejauh 
pengetahuan penulis, belum ada tulisan yang spesifik mengkaji HAM dalam Islam 
dan UUD 1945 Pasca Amandemen lebih mendalam khususnya dengan memakai 
pendekatan maqashid al-syari'ah. 
E. Metode Penelitian 
Metodologi penelitian adalah sekumpulan peraturan, kegiatan, dan prosedur 
yang digunakan oleh pelaku suatu disiplin, metodologi juga merupakan analisis 
teoritis mengenai suatu cara atau metode. Penelitian merupakan suatu penyelidikan 
yang sistematis untuk meningkatkan sejumlah pengetahuan, juga merupakan suatu 
usaha yang sistematis dan terorganisasi untuk menyelidiki masalah tertentu yang 
memerlukan jawaban. Hakekat penelitian dapat dipahami dengan mempelajari 
berbagai aspek yang mendorong peneliti untuk melakukan penelitian. Setiap orang 
mempunyai motivasi yang berbeda, di antaranya dipengaruhi oleh tujuan dan profesi 
masing-masing. Motivasi dan tujuan penelitian secara umum pada dasarnya adalah 
sama, yaitu bahwa penelitian merupakan refleksi dari keinginan manusia yang selalu 
berusaha untuk mengetahui sesuatu. Keinginan untuk memperoleh dan 
mengembangkan pengetahuan merupakan kebutuhan dasar manusia yang umumnya 
menjadi motivasi untuk melakukan penelitian.
37
 
                                                          
37
Widisudharta, Metodologi Penelitian Skripsi, http://widisudharta.weebly.com/metode-
penelitian-skripsi.html (28, Juli 2016). 
16 
Untuk memudahkan penulisan dalam memperoleh data yang kongkrit sebagai 
pedoman dalam penulisan skripsi ini, maka penulis menggunakan beberapa metode 
sebagai berikut: 
1. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan adalah Library Research (penelitian 
Kepustakaan) yang menitikberatkan pada perbandingan konsep yang 
kemudian akan dianalisa secara komprehensif terkait dengan bahan hukum 
primer, sekunder dan tersier yang berasal dari dokumentasi buku, dokumen, 
majalah, jurnal, arsip, dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan penelitian 
ini. 
2. Pendekatan Penelitian 
Pendekatan penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah: 
a. Pendekatan Yuridis 
Pendekatan yuridis adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah 
teori-teori, konsep-konsep asas-asas hukum serta peraturan perundangan yang 
berhubungan dengan penelitian ini. 
b.  Pendekatan Teologi Normative (syar’i) 
Pendekatan teologi normative adalah pendekatan terhadap hukum Islam yang 
berhubungan dengan masalah yang diteliti. 
3. Sumber Data 
Karena penelitian ini merupakan studi kepustakaan maka data-data yang 
dipergunakan adalah data pustaka, ada tiga macam data yang akan digunakan, 
yaitu: data primer, data sekunder dan data tersier.  
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a. Data Primer 
Sumber data primer merupakan sumber data utama dan pokok. Oleh  karena 
penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, maka data utama yang digunakan 
adalah buku atau karya ilmiah yang ada kaitannya secara langsung dengan judul 
diangkat. 
b. Data Sekunder 
Data sekunder merupakan data pendukung untuk penelitian ini, data itu dapat 
berupa buku, jurnal, majalah, arsip dan hal lain yang mendukung penelitian 
skripsi ini.  
c. Data Tersier 
Data tersier yaitu data yang diambil dari sumber yang dipublikasikan, seperti 
jurnal penelitian hukum, buku-buku hukum dan media lainnya. Dalam penelitian 
ini penyusun menggunakan kamus besar bahasa Indonesia, kamus hukum dan 
undang-undang dasar 1945. 
4. Metode Pengumpulan Data 
Dalam menyusun skripsi ini, digunakan metode penelitian hukum normatif. 
Penelitian ini dilakukan dengan cara melakukan analisa secara komprehensif 
terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum 
tersier. Untuk mendapatkan data-data yang lengkap dan benar, sebagai proses 
untuk mendapatkan kebenaran ilmiah yang bersifat obyektif dan bersifat 
rasional serta dapat dipertanggung jawabkan.  
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5. Instrument Penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan adalah Library Research (penelitian 
kepustakaan). Olehnya, maka untuk penelitian kepustakaan alat yang 
digunakan adalah buku catatan kecil, pulpen dan computer jinjing (notebook). 
6. Tehnik Pengolahan dan Analisis Data 
a. Metode Deskriptif Analitik 
Metode ini digunakan untuk menganalisa konsep HAM dalam Islam dan UUD 
1945 dengan cara menganalisis data yang diteliti dengan memaparkan data-data 
tersebut kemudian diperoleh kesimpulan. Untuk lebih mempertajam analisa pada 
bagian ini, maka metode content analysis (analisis isi) perlu digunakan dalam proses 
mengkaji data yang diteliti. Dengan demikian, kesimpulan atau hasil analisis 
diharapkan bisa menjadi sumbangan teoriitik. 
b. Metode Analisa Sejarah (historical approach) 
Pendekatan secara historis digunakan untuk menelusuri aspek-aspek yang 
menjadi latar lahirnya konsep tersebut. Dalam hal ini akan ditelusuri perbedaan dan 
persamaan konsep HAM dalam Islam dan UUD 1945 Pasca Amandemen yang 
kemudian yang akan dikaji melalui Pendekatan Maqashid al-Syariah. Dengan 
dilakukannya analisis ini diharapkan akan muncul jawaban ilmiah terkait 
permasalahan yang diteliti. 
c. Metode Konsep (conseptual approach) 
Metode analisa data dengan menggunakan perbandingan konsep-konsep 
hukum yang ada, ini sangat berkaitan dengan penelitian hukum normatif, yang 
menganalisa data dari pandangan teori-teori dan pemikiran hukum. Gagasan-gagasan 
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mengenai HAM tentu menarik untuk dianalisa berdasarkan konsep hukum Islam yang 
ada, lalu menarik kesimpulan dan menentukan ciri khas konsep tertentu. 
F. Tujuan dan Kegunaan 
1. Tujuan Penelitian 
 Secara umum, penelitian ini adalah salah satu bentuk pertanggungjawaban 
akademik dalam rangka menjalankan tridarma perguruan tinggi yakni penelitian. 
Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk: Pertama, mengetahui bagaimana 
konsep HAM dalam Islam dan UUD 1945 pasca amandemen. Kedua, mengetahui 
bagaimana tinjauan maqashid al-syari'ah tentang  HAM dalam Islam dan UUD 1945 
pasca amandemen. 
2. Kegunaan/ Manfaat Penelitian 
 Kegunaan dari penulisan ini, penulis membaginya menjadi dua manfaat, yaitu 
manfaat secara teoritis dan praktis.  
a.  Pertama, secara teoritis diharapkan penulisan ini dapat menambah perbendaharaan 
ilmu bagi teman-teman akademisi penggiat dan pemerhati HAM dalam 
memahami konsep HAM dalam Islam begitupun dalam UUD 1945 pasca 
amandemen. Karena, sejauh penelusuran penulis masih kurang penulis yang 
mengangkat studi perbandingan konsep mengenai HAM dalam Islam dan UUD 
1945 dengan mendudukkannya di bawah payung maqashid al-syariah. Oleh 
karena itu, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan tambahan 
untuk penelitian dan pengembangan teori mengenai hak asasi manusia 
selanjutnya.  
b.  Secara praktis, tentu menjadi harapan dengan adanya penjelasan secara konseptual 
bagaimana konsepsi HAM dalam Islam dan UUD 1945 pasca amandemen dapat 
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memberikan kita semua pencerahan, bagaimana memperlakukan orang-orang di 
sekitar sebagaimana mahluk yang beradab. Jadi menjadi sebuah harapan, kajian 
mengenai HAM diatas tidak hanya berakhir pada ranah teoritis saja, melainkan 
dapat mengaktual dalam setiap sendi kehidupan. Kehadiran skripsi ini diharapkan 
dapat menjadi bahan pertimbangan dalam membumikan konsep hak asasi 
manusia yang lebih Islami dalam kehidupan sehari-hari. 
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BAB II 
TINJAUAN UMUM TENTANG HAM 
A. Pengertian Hak Asasi Manusia 
Kata "hak" memiliki beragam makna, antara lain: 1. benar; 2. milik; 3. 
kewenangan; 4. kekuasaan untuk berbuat sesuatu; 5. kekuasaan yang benar atas 
sesuatu atau untuk menuntut sesuatu; 6. derajat atau martabat.
1
 Kata "asasi" bermakna 
segala sesuatu yang bersifat dasar, prinsip dan fundamental yang melekat pada 
obyeknya.
2
 Kata manusia dalam al-Qur'an dapat diartikan sebagai mahluk yang tidak 
dapat terpisah dari aspek biologis, psikologis dan sosialnya. Hal ini terepresentasi 
dari tiga istilah kunci yang mengacu pada makna pokok manusia, yakni: basyar, 
insan dan al-nas.
3
  
Konsep basyar selalu dihubungkan pada sifat-sifat biologis manusia, seperti 
asalnya dari tanah liat atau lempung kering. Sebagaimana disebutkan dalam QS al-
Hijr/15:33 dan QS ar-Rum/30:20. Kata basyar juga dimaknai sebagai manusia yang 
membutuhkan makan dan minum sebagaimana dalam QS al-Mu'minun/23:33. Basyar 
adalah mahluk yang sekedar berada (being) yang statis seperti hewan.
4
  
Musa Asy'arie mengatakan bahwa manusia dalam pengertian basyar 
tergantung sepenuhnya pada alam. Pertumbuhan dan perkembangan fisiknya 
                                                          
1
Lihat Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Tim Penyusun 
Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: 
Balai Pustaka, 1988), h. 292. 
2
Kurniati, HAM dalam Perspektif Syariah dan Deklarasi PBB: Studi Komparatif dengan 
Pendekatan Hukum Islam (Samata: Alauddin University Press, 2012), h. 39. 
3
Mujaid Kumkelo, Dkk., Fiqh HAM: Ortodoksi dan Liberalisme Hak Asasi Manusia 
dalam Islam (Jawa Timur: Setara Press, 2015), h. 1. 
4
M. Quraish Shihab, Membumikan al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam 
Kehidupan Masyarakat (Bandung: Mizan, 1998), h. 279. 
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tergantung pada apa yang dimakan. Sehingga pada keadaan tersebut tunduk kepada 
takdir Allah di alam semesta, sama taatnya dengan matahari, hewan dan tumbuh-
tumbuhan. Kata basyar sendiri dipakai untuk menunjukkan pada dimensi alamiahnya, 
yang menjadi ciri pokok manusia pada umumnya, makan, minum dan mati.
5
 
Konsep insan selalu dihubungkan pada sifat psikologis atau spiritual manusia 
sebagai mahluk yang berfikir, diberi ilmu, dan memikul amanah. Hal ini sebagaimana 
termanifestasi dalam QS al-Alaq/ 96: 5 dan QS al-azhab/ 33: 72. 
 
           
 
Terjemahannya:  
 
Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya.
6
  
 
                               
                       
 
Terjemahannya:  
  
Sesungguhnya Kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi dan 
gunung-gunung, Maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan 
mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh 
manusia. Sesungguhnya manusia itu Amat zalim dan Amat bodoh,
7
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M. Quraish Shihab, Membumikan al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam 
Kehidupan Masyarakat, h. 280. 
6
Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya (Bandung: 
Kementrian Agama RI, 2012), h. 597. 
7
Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya, h. 427. 
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Sehingga, keharusan teologis manusia terhadap konsep insan dalam surat 
tersebut adalah manusia merupakan mahluk yang terus bertransformasi, dari tidak tau 
menjadi tau, dan senantiasa bergerak menuju kesempurnaan. 
Kata insan, secara etimologi diambil dari kata "nasiya-yansa" yang berarti 
"lupa". Kondisi itu menunjukkan adanya kaitan antara manusia dengan kesadaran 
diri. Apabila manusia lupa terhadap sesuatu, maka ia berarti kehilangan kesadaran 
terhadap hal tersebut. Untuk penyebutan manusia, kata insan berakar dari kata "al-
uns" atau "anisa" yang berarti jinak dan harmonis, karena manusia pada dasarnya 
mempunyai kecerdasan untuk beradaptasi serta menyesuaikan dengan realitas hidup 
dan lingkungannya.
8
 
Konsep al-nas menunjuk pada semua manusia mahluk sosial atau secara 
kolektif. Dengan demikian, al-Qur'an memandang manusia sebagai mahluk biologis, 
psikologis dan sosial. Manusia sebagai basyar tunduk kepada takdir Allah, sama 
dengan mahluk lain. Manusia sebagai insan dan al-nas selalu bertalian dengan unsur 
hembusan Ilahi. Ia dibebankan aturan-aturan dan diberikan kekuatan untuk 
menaatinya atau tidak. Ia menjadi mahluk yang mukhayyar (bisa memilih), namun 
harus siap mempertanggungjawabkan tindak-tanduknya.
9
 
Oleh karena itu, dalam perspektif al-Qur'an, manusia adalah mahluk yang 
dipilih oleh Allah Swt. untuk menjadi khalifah-Nya di bumi. Manusia merdeka, 
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Mujaid Kumkelo, Dkk., Fiqh HAM: Ortodoksi dan Liberalisme Hak Asasi Manusia 
dalam Islam, h. 2. 
9
Jalaluddin Rakhmat, "Konsep-Konsep Antropologis dalam al-Qur'an", dalam Budhy 
Munawar Rahman (ed.), Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah (Jakarta: Paramadina, 
1994), h. 80. 
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memegang amanah Allah Swt.
10
 Disamping manusia mempunyai hak disisi lain 
menjadi suatu kewajiban pula, untuk melindungi hak manusia yang lain. 
Menurut pandangan prof. Aswanto yang mengutip pendapat DF.Scheltens, 
mengemukakan bahwa hakikat hak asasi manusia adalah kebebasan, akan tetapi 
kebebasan itu berakhir ketika mulai merambah ke wilayah kebebasan orang lain. 
Menurut Abu A'la Al-Maududi hak asasi manusia adalah hak kodrati yang 
dianugerahkan oleh Allah Swt. kepada setiap manusia, tidak dapat dicabut dan 
dikurangi oleh kekuasaan atau badan apapun. Hak-hak yang diberikan Allah itu 
bersifat permanen, kekal dan abadi, tidak boleh diubah atau dimodifikasi.
11
 
Menurut Jan Materson dari Komisi Hak Asasi Manusia PBB mendefenisikan 
hak asasi manusia sebagai hak-hak yang melekat pada manusia, tanpanya manusia 
mustahil dapat hidup sebagai manusia.
12
 
Dengan menganalisa berbagai pandangan diatas, dapat ditarik suatu 
kesimpulan bahwa hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada manusia, 
menjadikan manusia sebagai mahluk yang bermartabad dan merdeka. Akan tetapi, 
hak asasi manusia tersebut tidak dapat disalahgunakan dengan mengabaikan hak 
manusia yang lain. 
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Pemahaman penulis ini berangkat dari makna QS al-Ahzab/ 33: 72. 
11
Abdul Salam, Hak Asasi Manusia dalam Tinjauan Islam, http://www.pa-
watansoppeng.go.id/tulisan/HAK%20ASASI%20MANUSIA%20DALAM%20TINJAUAN%20I
SLAM.pdf (4 September 2016). 
12
Baharuddin Lopa, al-Qur'an dan Hak-Hak Asasi Manusia (Yogyakarta: PT Dana Bakti 
Prima Yasa, 1996), h. 1. 
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B. Sejarah Perkembangan Hak Asasi Manusia 
Pada dasarnya hak asasi itu dimiliki oleh setiap manusia, tidak mengenal 
waktu, siapa dan dimana. Akan tetapi, dalam praktiknya tidak demikian. Kurangnya 
pengetahuan dan sikap apatis adalah faktor utama penghambat bersemainya nilai-nilai 
kemanusiaan. Akibatnya, pelanggaran terhadap hak asasi manusia muncul ibarat 
jamur yang tumbuh dimusim hujan.  
Jika kita ingin melacak secara historis kapan hak asasi manusia muncul dan 
menjadi pusat pembicaraan, memang sulit. Namun, informasi awal yang ada bahwa 
sejak beberapa abad sebelum masehi, orang sudah mulai membicarakan masalah 
HAM. Seperti persoalan keadilan, persamaan hak, kemerdekaan dan kedamaian. Hal 
ini terjadi pada masyarakat Yunani kuno, khusunya para ahli filsafat seperti Cicero, 
Plato dan Aristoteles (2-3 abad SM) 
Sebagian orang beranggapan bahwa lahirnya HAM dimulai dengan 
munculnya "perjanjian agung" (magna carta) pada tanggal 15 juni 1215 di kerajaan 
Inggris yang dianggap sebagai cikal bakal HAM. Adapun kandungan pokok dalam 
perjanjian tersebut adalah raja yang memiliki kekuasaan absolut dapat dibatasi 
kekuasaannya dan dimintai pertanggungjawaban di depan hukum. Maka lahirlah 
doktrin "raja tidak kebal hukum", walaupun otoritas legislasi undang-undang 
dominan ditangannya.
13
 
Pada dasarnya, magna carta memaksa raja untuk tidak mengambil hasil bumi 
begitu saja tanpa persetujuan terlebih dahulu, agar raja tidak menuduh dan 
menangkap seseorang tanpa pengadilan yang dapat dipercaya. Bila seseorang telah 
diperlakukan demikian demikian oleh raja, maka harus ada ganti rugi dan rehabilitasi. 
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Baharuddin Lopa, al-Qur'an dan Hak-Hak Asasi Manusia  h. 2. 
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Hak raja bukanlah dipahami sebagai sesuatu yang tak terbatas (absolut), melainkan 
juga dibatasi oleh hak rakyat. Tradisi bahwa hukum lebih tinggi dari raja selanjutnya 
terbentuk.
14
 
Tahun 1628 melalui petition of rights, suatu petisi dari dewan perwakilan 
rakyat yang mengajukan berbagai pertanyaan mengenai hak-hak rakyat beserta 
jaminannya kepada raja yang menjawabnya dihadapan sidang badan perwakilan. 
Selanjutnya pada tahun 1670, ditetapkan hobeas corpus act (peraturan Pemeriksaan 
di muka hakim), yang memuat perintah raja agar setiap tahanan segera 
diinformasikan di muka hakim atas tuduhan apa ia ditahan. Dari sinilah berasal 
prinsip hukum bahwa setiap orang yang ditahan harus atas perintah hakim.
15
  
Pada tahun 1689 parlemen meyakinkan raja akan akan hak-hak parlemen yang 
dimuat dalam bill of rights. Rumusan ini mengandung ketentuan bahwa raja harus 
memerintah sesuai ketentuan yang ditetapkan parlemen, hak individu diakui seperti 
hak mengajukan petisi, hak untuk berdebat bebas dalam parlemen dan larangan 
terhadap hukuman yang berlebihan. 
Hal inilah yang menginspirasi bangsa amerika untuk merumuskan virginia bill 
of right dan deklaration of independence pada tanggal 6 juli 1776. Deklarasi ini 
menyatakan, "we hold these truths to be self evident, that all men are createed equal, 
that they are endowed by their creator with certain unalienable rights, that among 
                                                          
14
Bahder Johan Nasution, Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia (Bandung: Mandar 
Maju, 2012), h. 134. 
15
Mujaid Kumkelo, Dkk., Fiqh HAM: Ortodoksi dan Liberalisme Hak Asasi Manusia 
dalam Islam, h. 17. 
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these are life, liberty and the pursuit of happiness."
16
 Muatan deklarasi ini 
diantaranya yakni setiap orang dilahirkan dalam persamaan dan kebebasan, memiliki 
hak untuk hidup dan mengejar kebahagiaan, serta suatu keharusan mengganti 
pemerintahan yang acuh terhadap ketentuan-ketentuan dasar tersebut. 
Sama halnya dengan Amerika, di Perancis tepatnya Paris pada tanggal 4 
agustus 1789 lahir deklarasi hak-hak manusia dan warga negara (declaration des 
droits de l'homme et du citoyen) atau dikenal dengan the French declaration, yang 
menyatakan hak-hak yang lebih rinci lagi sebagai dasar dari rule of law. Deklarasi ini 
berisi tidak boleh ada penangkapan dan penahanan yang semena-mena, termasuk 
ditangkap tanpa alasan yang sah dan ditangkap tanpa surat perintah yang dikeluarkan 
oleh pejabat yang sah. Deklarasi Perancis sebagai salah satu produk revolusi Perancis 
berhasil meruntuhkan tatanan masyarakat feodal, termasuk golongan pendeta agama 
dan susunan pemerintah negara yang bersistem monarki absolut. Dengan semangat 
memperoleh jaminan hak-hak manusia dalam perlindungan undang-undang negara, 
maka dirumuskan tiga prinsip yang disebut trisloganda yang melahirkan konstitusi 
Perancis 1791, yaitu: 1. kemerdekaan (liberte); 2. kesamarataan (equalite); 3. 
kerukunan dan persaudaraan (fraternite).
17
 
pada permulaan abad ke 20, presiden Amerika Serikat, Franklin Delano 
Roosevelt merumuskan empat macam hak asasi yang dikenal dengan "the four 
freedoms", yaitu: freedom of speech (kemerdekaan berbicara dan berekspresi), 
freedom of religion (kemerdekaan dalam memilih agama), freedom from fear 
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Edward C. Smith, The Constitution of the United States (New York: Barnes & Noble, 
1966), h. 17, dalam Majda El-Muhtaj, Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia dari UUD 
1945 sampai dengan Amandemen UUD 1945 Tahun 2002 (Jakarta: Kencana, 2007), h. 52. 
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Kuntjoro Purbopranoto, Hak-Hak Asasi Manusia dan Pancasila (Jakarta: Pradya 
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(kemerdekaan dari rasa takut) dan freedom from want (kemerdekaan dari 
kekurangan).  
Pemikiran Roosevelt inilah yang kemudian menjadi inspirasi munculnya 
universal declaration of human right atau deklarasi universal hak asasi manusia 
(UDHR/DUHAM) pada tahun 1948. Selanjutnya, pada tahun 1965-1979 muncul 
beberapa kovenan (perjanjian) internasional yang dirumuskan oleh PBB, yakni: 
international convention on the elimination of all forms of racial discrimination 
(perjanjian internasional tentang diskriminasi ras); international covenant on 
economic, social and cultural right (perjanjian internasional tentang hak ekonomi, 
sosial dan budaya);  international covenant on sipil and poltical right (perjanjian 
internasional tentang hak sipil dan politik) dan convention on the elimination of all 
forms of discrimination against women (konvensi tentang diskriminasi terhadap 
wanita). Hal inilah yang kemudian menjadikan dunia barat mengklaim bahwa yang 
lebih dahulu memproklamirkan perlindungan dan penegakan HAM adalah mereka. 
Akan tetapi tidak demikian, jauh sebelum dunia barat berbicara masalah HAM 
ini, Islam telah lebih dulu berbicara terkait dengan persoalan tersebut sejak awal 
kemunculannya. Hal ini dapat dilihat dari sikap nabi Muhammad Saw yang 
menentang penindasan manusia atas manusia yang lain meliputi: diskriminasi, 
penyiksaan, pembunuhan dll. 
Puncaknya pada pidato perpisahan Nabi Muhammad Saw, yang menekankan 
pentingnya perlindungan dan penegakkan nilai-nilai hak asasi manusia disetiap sendi 
kehidupan. Pidato ini disebut "pidato perspisahan" karena tidak lama setelah itu Nabi 
wafat.  
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Jika kita menganalisis bagaimana sejarah perjalanan ide-ide tentang hak asasi 
manusia tadi, dapat kita pahami bahwa dalam pandangan Barat hak asasi lebih 
terfokus pada aspek manusia (Insaniyah). Karena berangkat dari cara pandang 
mereka yang sekuler dan bahkan tidak beragama. Mereka mempunyai kecenderungan 
mengutamakan pemenuhan hak pribadi tanpa berfikir bahwa disisi lain ada kewajiban 
yang harus ditunaikan terlebih dahulu. Dalam Islam hak asasi dipandang bertujuan 
untuk dan bersumber dari tuhan (Ilahiyah). Disamping mempunyai hak disisi lain ada 
kewajiban yang harus ditunaikan terlebih dahulu. 
Oleh karena itu, perbincangan mengenai hak asasi manusia memang sesuatu 
yang terus hidup, bahkan semakin mendapatkan perhatian lebih oleh berbagai lapisan 
masyarakat hingga saat ini. Berbagai negara telah memasukkan muatan materi 
tentang HAM dalam konstitusi mereka, perjanjian internasional telah dibuat, namun 
menjadi sebuah ironi pelanggaran terhadap HAM masih tetap terjadi. 
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BAB III 
HAM DALAM ISLAM DAN UUD 1945 PASCA AMANDEMEN 
A. Hak Asasi Manusia dalam Islam 
1. Konsep Dasar Hak Asasi Manusia dalam Islam 
Islam adalah sebuah Agama yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Al-
Qur'an dan hadis adalah pedomannya. Oleh karena itu, pembahasan mengenai konsep 
hak asasi manusia dalam Islam harus selalu disandarkan kepada dua hal tersebut.  
Hak asasi manusia adalah hak yang inheren dalam diri manusia. Hak ini 
membuat manusia menjadi seorang manusia yang seutuhnya. Dalam pandangan 
Kurniati, hak asasi manusia dalam Islam itu bersumber dari Allah. Beliau membagi 
dasar-dasar pelaksaan hak asasi manusia dalam syari'ah menjadi tiga yaitu: adanya 
kedaulatan Tuhan, manusia sebagai khalifah dan pengelola alam.
1
 Yang dimaksud 
kedaulatan Tuhan yaitu, tidak ada satupun manusia yang dapat membatasi manusia 
kecuali Allah. Dialah yang Maha Tinggi, sumber dari segala sesuatu yang ada dilangit 
dan dibumi. Tidak ada satupun manusia yang lebih tinggi atas manusia yang lain 
kecuali atas dasar ketakwaannya. Manusia sebagai khalifah, maksudnya adalah 
manusia sebagai pemimpin, kepemimpinan manusia dimuka bumi akan menentukan 
ingin dibawa kemana peradaban manusia khususnya peradaban Islam dan manusia 
sebagai pengelola alam maksudnya adalah manusia sebagai pemimpin dalam 
mengejewantahkan tugas kekhalifaannya, diwajibkan mengelola bumi dengan arif 
dan bijaksana sehingga bumi yang bersih dan makmur dapat terwujud. 
                                                          
1
Kesimpulan ini berangkat dari bacaan penulis dari buku "HAM dalam Perspektif Syariah 
dan Deklarasi PBB: Studi Komparatif dengan Pendekatan Hukum Islam"  karya Kurniati halaman 
75-88. 
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Dewasa ini, muncul beragam pandangan terkait dengan kajian HAM. Oleh 
karena itu, jika kita melihat keterkaitan antara Islam dan kajian mengenai hak asasi 
manusia akan memunculkan interpretasi yang beragam sehingga terkesan 
menimbulkan perdebatan yang serius.  
Menurut Suprianto Abdi,
2
 setidaknya terdapat tiga jenis pandangan tentang 
hubungan Islam dan hak asasi manusia, baik oleh para pemikir barat ataupun muslim 
sendiri yakni: 
a. Pandangan pertama menyatakan bahwa Islam tidak sesuai dengan gagasan dan 
konsep hak asasi manusia moderen; 
b. Pandangan kedua menyatakan bahwa Islam menerima semangat kemanusiaan hak 
asasi manusia moderen, tetapi menolak landasan sekulernya dengan mengganti 
landasan Islami; 
c. Pandangan ketiga menyatakan bahwa hak asasi manusia moderen adalah khazanah 
kemanusiaan yang bersifat universal dan Islam seharusnya memberikan landasan 
normatif dan filosofis yang kuat. 
Pandangan pertama berangkat dari asumsi pada asas esensialisme dan 
relativisme kultural, sedang pandangan kedua dikenal dengan gerakan Islamisasi 
terhadap hak asasi manusia. Kemudian pandangan ketiga menghendaki bahwa Islam 
seharusnya memberi landasan normatif dan filosofis terhadap khasanah kemanusiaan 
yang bersifat universal terhadap konsep hak asasi manusia moderen. 
Kata hak asasi manusia dalam Islam memang tidak dapat temukan secara 
langsung dalam al-Qur'an ataupun hadis. Akan tetapi kata "hak" terdapat sekitar 287 
                                                          
2
Ambo Asse, Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Nabi SAW (Makassar: Alauddin 
University Press, 2012), h. 55. 
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kali diungkapkan dalam berbagai bentuknya., yang maknanya juga bermacam-
macam. Seperti kebenaran, kewenangan, milik dan kekuasaan untuk berbuat sesuatu 
yang wajib dilindungi oleh hukum dan oleh hak orang lain. 
Istilah hak yang bermakna kebenaran dapat kita temukan dalam QS al-
Baqarah/2: 174. 
 
                     
 
Terjemahannya: 
 
Kebenaran itu adalah dari Tuhanmu, sebab itu jangan sekali-kali kamu 
termasuk orang-orang yang ragu.
3
 
 
Dari ayat diatas, dipahami bahwa hak adalah suatu kebenaran yang berasal 
dari Tuhan yang diberikan pada umat manusia yang harus diyakini tanpa keraguan 
sedikitpun. Selain itu, hak juga bermakna sesuatu yang sifatnya dasar yang dibawa 
sejak manusia lahir dan senantiasa dilindungi oleh Tuhan. 
Oleh karena itu, manusia menurut al-Qur'an mempunyai kedudukan yang 
sangat penting di bumi. Mereka diberi keistimewaan dan kemuliaan melebihi mahluk 
lain. Manusia diberi kewenangan untuk tinggal diatasnya dalam waktu yang telah 
ditetapkan oleh Allah Swt., bahkan manusia diberikan amanah untuk mengelola 
sumber daya yang ada di bumi dan mengatur juga memimpin kehidupan sesuai 
dengan hukum Allah Swt. 
Dengan demikian, hak asasi manusia dalam Islam adalah khasanah 
kemanusiaan yang berlandaskan kepada nilai-nilai normatif dan filosofis yang kuat 
yang bersumber dari al-Qur'an dan hadis. Inilah yang kemudian menjadi landasan 
                                                          
3
Kementrian Agama Republik Indonesia, al-Qur'an dan Terjemahannya (Bandung: 
Kementrian Agama RI, 2012), h. 26. 
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bahwa setiap manusia memiliki hak dasar yang bersifat asasi yang dibawa oleh setiap 
manusia sejak lahirnya. Hal inilah, yang merupakan hak yang bersifat kodrati. 
Sebaliknya menurut Islam setiap orang memiliki kewajiban dasar yang bersifat asasi 
dan kodrati yakni mengakui hak-hak dasar orang lain sekaligus menghormati dan 
menghargainya.
4
 
2.   Prinsip-Prinsip HAM dalam Islam 
Dalam pandangan Harun Nasution, dasar-dasar dan prinsip-prinsip sangat 
diperlukan sebagai pegangan umat Islam dalam "menghadapi perkembangan zaman 
dalam mengatur masyarakat Islam sesuai dengan tuntutan zaman".
5
 Menurut Masdar 
F. Mas'udi
6
, ada lima prinsip hak asasi manusia dapat dilihat dari konsep daruriah al-
khams yang dapat diuraikan sebagai berikut: 
a.  Hak  Beragama/ Keyakinan 
Dalam ajaran agama Islam, kebebasan merupakan HAM. Termasuk 
didalamnya kebebasan menganut agama sesuai dengan keyakinannya. Oleh karena 
itu, Islam melarang keras pemaksaan terhadap orang lain untuk menganut ajaran 
Islam. Sebagaimana dipertegas dalam QS al-Baqarah/2: 256. 
 
                           
                             
 
Terjemahannya: 
 
                                                          
4
Ambo Asse, Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Nabi SAW, h. 60. 
5
Harun Nasution, Islam dan Sistem Pemerintahan dalam Perkembangan Sejarah (Jakarta: 
Nuansa, 1984) h. 6. 
6
Masdar F. Mas'udi, Hak Asasi Manusia dalam Islam, dalam E. Sobirin Nadj dan Naning 
Mardiah (Ed), Diseminasi HAM Perspektif dan Aksi (Jakarta: Cesda Lp3s, 2000) h. 66. 
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Tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam; Sesungguhnya telah jelas 
jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu, barangsiapa yang 
ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, Maka sesungguhnya ia 
telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan 
Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.
7
 
 
Jika, kita membagi kebebasan beragama maka terdapat beberapa bentuk antara 
lain: Pertama, tidak ada paksaan untuk memeluk suatu agama atau kepercayaan 
tertentu atau paksaan meninggalkan agama yang diiyakininya. Kedua, Islam 
memberikan kekuasaan kepada orang-orang non Islam untuk melakukan apa yang 
menjadi hak dan kewajibannya. Asal tidak bertentangan dengan hukum Islam. Ketiga, 
Islam menjaga kehormatan ahli kitab, bahkan lebih dari itu mereka diberi 
kemerdekaan untuk mengadakan perdebatan dan bertukar pikiran serta pendapat 
dalam batasan-batasan etika perdebatan. 
Islam telah mengajarkan kita toleransi antar pemeluk agama, hal ini tercermin 
dari larangan memaki sembahan penganut agama lain.
8
 Meskipun dalam Islam hal itu 
termasuk syirik atau menyekutukan Allah. 
Walaupun kerukunan dan toleransi dalam Islam diakui, akan tetapi hanya 
terbatas pada wilayah muamalah (kemasyarakatan) bukan pada wilayah aqidah 
(keyakinan). Hal ini dipertegas dalam QS Yunus/10: 41. 
 
                           
         
                                                          
7
Kementrian Agama Republik Indonesia, al-Qur'an dan Terjemahannya, h. 42. 
8
Pemahaman penulis berangkat dari penyataan dalam QS al-An'am/6:108 " janganlah 
kamu memaki sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan 
memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan". 
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Terjemahannya: 
 
Bagiku pekerjaanku dan bagimu pekerjaanmu. kamu berlepas diri terhadap 
apa yang aku kerjakan dan akupun berlepas diri terhadap apa yang kamu 
kerjakan.
9
 
 
Jadi, sejak awal kemunculannya Islam melalui Rasul-Nya Muhammad Saw, 
telah mencitrakan Islam sebagai agama yang mampu menghargai perbedaan. Terlepas 
dari perbedaan agama, suku ataupun ras. 
b. Hak Perlindungan dan Pemeliharaan Terhadap Jiwa 
Dalam ajaran Islam, hak hidup adalah salah-satu hal yang paling mendasar 
bagi manusia. Hilangnya hak hidup dapat mengancam eksistensi manusia dimuka 
bumi, sehingga tanggung jawab kemanusiaannyapun akan tergugurkan. 
Karena kehidupan sangat berharga maka, pelanggaran terhadap hak ini akan 
mendapatkan sangsi yang tegas. Hal ini dipertegas oleh bunyi QS al-Maidah/5: 32. 
 
                            
                                  
                        
            
 
Terjemahannya: 
 
Barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu 
(membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, 
maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa 
yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah Dia telah 
memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan Sesungguhnya telah datang 
kepada mereka Rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan 
                                                          
9
Kementrian Agama Republik Indonesia, al-Qur'an dan Terjemahannya, h. 213. 
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yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh 
melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi.
10
 
 
Dengan demikian Islam meletakkan kehidupan sebagai sesuatu yang sangat 
penting, karena hilangnya kehidupan dapat diartikan sebagai hilangnya aktivitas 
kemanusiaan. 
 
c. Hak perlindungan terhadap akal 
Dalam ajaran Islam, peran akal adalah salah-satu hal yang sangat penting 
dalam kehidupan. Kenapa demikian, karena keberadaan akal merupakan prasyarat 
kenapa manusia dapat dikatakan sebagai manusia. Eksistensi kemanusiaan kita dapat 
dilihat dari akal ini. Rasa ingin tau, melakukan penilaian terhadap sesuatu dan dapat 
menandakan bahwa kita cakap dalam melakukan aktivitas hukum. Oleh karena itu, 
kita patut mengindari hal-hal yang dapat melemahkan akal. Baik itu berupa zat 
ataupun benda. Dengan demikian visi amr ma'ruf nahi mungkar dapat tegak. 
d. Hak perlindungan terhadap harta 
Dalam ajaran Islam, kepemilikan segala barang di dunia itu sifatnya sementara 
bukan abadi. Oleh karena itu, dalam Islam hak milik ataupun harta yang dimiliki 
diposisikan sebagai titipan Tuhan. Jadi segala bentuk harta baik dilihat dari cara 
memperolehnya ataupun kepemilikannya harus sesuai dengan tuntunan syari'ah. Hal 
ini dipertegas dalam QS al-Baqarah/2: 188. 
 
                            
                 
 
Terjemahannya: 
 
                                                          
10
Kementrian Agama Republik Indonesia, al-Qur'an dan Terjemahannya, h. 113. 
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Janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara 
kamu dengan jalan yang bathil dan janganlah kamu membawa urusan harta itu 
kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda 
orang lain itu dengan jalan berbuat dosa, Padahal kamu mengetahui.
11
 
 
Dengan demikian, berangkat dari pernyataan ayat di atas kita dianjurkan untuk 
tidak memakan ataupun memiliki harta dengan cara yang bathil. Oleh karena itu, 
kepemilikan harta dalam Islam harus sesuai dengan tuntunan agama. Agar tercapai 
suatu kebaikan (kemaslahatan) dalam kehidupan. 
e. Hak pemeliharaan keturunan 
Dalam Islam, pemeliharaan keturunan dianggap sesuatu yang sangat penting. 
Hal ini dikarenakan, dengan adanya keturunan dapat melanjutkan perjuangan manusia 
di bumi sebagai khalifah dan memakmurkannya. Sebagai manusia, mahluk yang 
dimuliakan Tuhan yang kemudian dikaruniai akal maka manusia dalam proses 
melanjutkan keturunannya diberikan rambu-rambu oleh Tuhan. Hal inilah yang 
kemudian membedakan manusia dengan binatang. Salah-satu syarat melanjutkan 
keturunan manusia yang beragama dan berakal khususnya dalam Islam adalah 
melalui perkawinan.   
Perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dan seorang 
wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia 
berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa.
12
 Oleh karena itu, hubungan suami istri diluar 
pernikahan adalah sesuatu yang dilarang. Hal ini dipertegas dalam QS al- Isra/ 17: 32 
tentang larangan zina. 
 
                    
                                                          
11
Kementrian Agama Republik Indonesia, al-Qur'an dan Terjemahannya, h. 29. 
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Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 
bab I, pasal I. 
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Terjemahannya: 
 
Janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu 
perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.
13
 
 
Dengan demikian Islam, memandang dan menjunjung tinggi pemeliharaan 
keturunan sebagai sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan ini. Di samping lima 
hak dasar sebagaimana dijabarkan diatas, al-Qur'an sebagai landasan normatif, 
menyatakan bahwa hakikat hak asasi manusia dalam Islam didasari oleh: 
a. Prinsip persamaan 
Persamaan dalam konsep Islam, adalah suatu keadaan dimana Tuhan 
memposisikan manusia sama dihadapannya yang membedakan semata-mata hanya 
takwa. Hal ini menunjukkan bahwa, manusia itu sama jika dilihat dari segi 
penciptaannya. Kemuliaan dapat dicapainya jika manusia mampu menjalankan tugas 
kekhalifaannya dimuka bumi dengan baik dan senantiasa menyandarkan 
perbuatannya pada kebenaran.  
b. Prinsip kebebasan 
Kebebasan berasal dari kata bebas yang artinya mampu bertindak sesuai 
dengan kehendaknya sendiri. Idealnya, kebebasan seorang manusia seharusnya 
mampu dipertanggung jawabkan. Karena manusia adalah mahluk yang berakal dan 
beragama. Hal ini membuat manusia seharusnya mempunyai kesadaran yang lebih 
untuk menilai mana yang baik dan buruk. Kebebasan seorang manusia itu terbatas 
oleh kebebasan orang lain oleh karena itu diharapkan kebebasan yang dimiliki jangan 
disalah gunakan. Jika manusia, mampu menempatkan kebebasan mereka sesuai 
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Kementrian Agama Republik Indonesia, al-Qur'an dan Terjemahannya, h. 285. 
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dengan pertimbangan akal sehat maka hal ini akan berujung pada terciptanya kondisi 
damai dalam kehidupan bermasyarakat. 
c. Keadilan 
Keadilan adalah salah-satu kebutuhan asasi manusia. Oleh karena itu, 
perbincangan mengenai keadilan memang selalu menjadi sesuatu yang seksi untuk 
dibicarakan. Mengapa demikian? karena dalam penegakkannya masalah keadilan ini 
seringkali disepelekan bahkan dikhianati.  
Kata adil dapat diartikan sebagai keseimbangan antara kepentingan-
kepentingan yang dilindungi, pada setiap orang memperoleh sebanyak mungkin yang 
menjadi bagiannya. Keadilan tidak dipandang sama artinya dengan persamarataan. 
Keadilan bukan berarti tiap orang mendapatkan bagian yang sama.
14
 
Dalam tulisannya"Rhetorica," Aristoteles membedakan dua macam keadilan 
yaitu: keadilan distributif dan keadilan komutatif. 
Keadilan distributif adalah keadilan yang memberikan kepada setiap orang 
jatah menurut jasanya (pembagian menurut haknya masing-masing). Ia tidak 
menuntut supaya setiap orang mendapatkan bagian yang sama banyaknya, bukan 
persamaan melainkana kesebandingan. Sedangkan keadilan komutatif adalah keadilan 
yang memberikan orang sama banyaknyadengan tidak mengingat jasa-jasa 
perseorangan. 
Jika kita teliti melihat al-Qur'an ternyata ada beberapa ayat yang berbicara 
persoalan keadilan seperti QS al-A'raaf /7: 29. 
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CST. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia (Jakarta: Balai 
Pustaka, 1986), h. 42. 
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                         
                    
 
Terjemahannya: 
 
Tuhanku menyuruh menjalankan keadilan dan katakanlah: Luruskanlah muka 
dirimu di Setiap sembahyang dan sembahlah Allah dengan mengikhlaskan 
ketaatanmu kepada-Nya. sebagaimana Dia telah menciptakan kamu pada 
permulaan demikian pulalah kamu akan kembali kepadaNya.
15
 
 
Hal inilah yang mengindikasikan bahwa Islam sejak awal kemunculannya 
konsisten berbicara mengenai keadilan dan menganggap keadilan sebagai suatu 
kebutuhan asasi seorang manusia. 
B. Hak Asasi Manusia dalam UUD 1945 Pasca Amandemen 
1.  Pengertian Konstitusi dan Fungsinya 
Konstitusi adalah sebuah perjanjian sosial (consensus) tertinggi dalam suatu 
negara. Konstitusi ini memuat cita-cita yang akan dicapai dengan terbentuknya 
sebuah negara. 
Dalam buku yang ditulis oleh K.C. Wheare yang dikategorikan sebagai text-
book konstitusi, menjelaskan secara umum kata "konstitusi" digunakan dalam dua 
arti.
16
 Pertama, dalam arti luas "konstitusi" digunakan untuk menggambarkan 
keseluruhan sistem pemerintahan suatu negara, kumpulan aturan yang membentuk 
dan mengatur pemerintahan. Aturan-aturan tersebut ada yang bersifat hukum dalam 
arti pengadilan mengakui dan menerapkan aturan-aturan tersebut. Adapula yang 
bukan hukum atau extra-legal yang berbentuk usages, understandings, customs atau 
konvensi karena pengadilan tidak mengakuinya sebagai hukum. Kedua, dalam arti 
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Kementrian Agama Republik Indonesia, al-Qur'an dan Terjemahannya, h. 153. 
16
K.C. Wheare, Modern Constitution (London: Oxford University Press, 1966), h. 1-2. 
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sempit, "konstitusi" merupakan kumpulan aturan penyelenggaraan negara yang 
dimuat dalam sebuah dokumen. 
Dengan demikian, berangkat dari penyataan di atas pandangan yang pertama 
lebih menekankan konstitusi mengatur secara keseluruhan aspek kenegaraan bahkan 
melampaui apa yang tertulis pada teks seperti konvensi (kebiasaan) kenegaraan. 
Berbeda dengan pandangan yang kedua membatasi konstitusi pada sebuah dokumen 
atau teks yang mengatur masalah penyelenggaraan kenegaraan. 
Oleh karena itu, keberadaan konstitusi memegang peran strategis dalam 
menjalankan fungsi kenegaraan. Konstitusi dipahami sebagai falsafah kenegaraan 
atau staatsidee (cita negara) yang berfungsi sebagai filosofische gronsdslag diantara 
sesama warga masyarakat dalam konteks kehidupan bernegara. Berubahnya 
konstitusi dapat diartikan berubahnya sistem ketatanegaraan suatu negara.. 
2.  Sejarah Perubahan UUD 1945 
a. Alasan Terjadinya Perubahan UUD 1945 
Perubahan adalah suatu keniscayaan, sebuah proses menuju kesempurnaan. 
Perubahan selalu dipicu oleh berbagai hal, baik yang sifatnya dari dalam (internal) 
maupun dari luar (external). Dalam konteks perubahan UUD 1945,  ada beberapa 
pemicu yang menyebabkan terjadinya hal tersebut. Pernyataan Soekarno setidaknya 
dapat menggambarkan sifat kesementaraan dan perlunya perubahan UUD 1945: 
 
UUD yang dibuat sekarang ini, adalah UUD sementara: ini adalah UUD kilat. 
Nanti kalau kita bernegara di dalam suasana yang lebih tenteram, kita tentu 
akan mengumpulkan kembali MPR yang dapat membuat UUD yang lebih 
lengkap dan lebih sempurna.
17
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Bagirmanan dan Susi Dwi Harijanti, Memahami Konstitusi: Makna dan Aktualisasi 
(Cet. II; Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 3. 
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Jika kita memahami, apa yang dikatakakan oleh Soekarno maka kita akan 
membuat suatu kesimpulan bahwa UUD 1945 pada masa itu masih banyak 
kekurangan. Melihat kondisi pada masa itu, masih banyak muncul pergolakan 
diwilayah NKRI sehingga pematangan konsep UUD 1945 belum mencapai titik yang 
memuaskan. Oleh karena itu, setelah kondisi kembali normal, menjadi harapan 
Soekarno untuk mengadakan UUD 1945 yang baru yang sesuai dengan cita-cita 
bangsa. Adapun beberapa alasan terjadinya perubahan pada UUD 1945 yaitu: 
1)  Sifat UUD 1945 yang memberikan kekuasaan besar kepada presiden tanpa 
diikuti sistem checks and balances yang memadai. 
2) Ketidaksempurnaan pengaturan mekanisme mengenai cara menjalankan 
fungsi-fungsi negara dan pemerintahan sehingga segi-segi kedaulatan rakyat 
atau prinsip negara berdasarkan atas hukum tidak dapat berjalan sebagaimana 
mestinya. Akhirnya pelanggaran terhadap hak asasi manusia menjamur 
diamana-mana. 
3) Wewenang konstitusional presiden yang biasa disebut hak prerogatif, 
dijalankan presiden tanpa mekanisme yang memungkinkan rakyat melakukan 
pengawasan, sehingga kedaulatan rakyat tidak dapat difungsikan dengan baik. 
4) Tidak adanya pengawasan kewenangan oleh badan peradilan untuk menilai 
peraturan perundang-undangan atau suatu tindakan pemerintahan untuk 
mencegah pelanggaran asas demokrasi dan negara berdasarkan atas hukum. 
5) Sistem UUD 1945 lebih menekankan kekuasaan eksekutif (executive heavy) 
sehingga ada indikasi penyalahgunaan kekuasaan yang berujung kepada 
kediktatoran penguasa. 
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b. Tahapan perubahan UUD 1945 
Tahapan dipahami sebagai langkah-langkah dalam melakukan sesuatu, dalam 
hal ini perubahan UUD 1945. Adapun tahapan-tahapan dalam perubahan UUD 1945 
adalah sebagai berikut: 
1) UUD 1945 ditetapkan pada 18 agustus 1945 sebagai dasar negara, pada masa 
ini Perang Asia Timur Raya sedang bergejolak. Hal ini berimbas pada 
penyusunan UUD 1945 yang tergesa-gesa, sehingga didapati berbagai 
kekurangan dalam penyusunannya. Menyadari hal tersebut, pembentuk UUD 
1945, sepakat hanya membuat UUD sementara.
18
 
Sifat sementara di satu pihak, dihadapkan dengan berbagai tantangan baik 
secara internal maupun eksternal. Untuk mendorong perubahan UUD, 
walaupun tidak melalui amandemen resmi. Perubahan ini dimulai dengan 
munculnya Maklumat Wakil Presiden No. X yang menuju pada perubahan 
sistem presidensil ke sistem parlementer.
19
 
Perubahan dalam praktik ketatanegaraan ini, tidak memberi kesempatan 
bagaimana semestinya UUD 1945 dijalankan sesuai dengan gagasan para 
pembentuknya.  
2) Selanjutnya pemberlakuan Konstitusi RIS pada tanggal 27 desember 1949. 
Pada tanggal 23 agustus 1949 diadakan konferensi meja bundar (round table 
conference) di Den Haag. Konferensi ini dihadiri oleh wakil-wakil dari 
Indonesia dan Bijeenkomst voor Federal Overleg (BFO) serta wakil Nederland 
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Pemahaman ini berangkat dari bunyi naskah asli UUD 1945 sebelum amandemen, pada 
aturan Tambahan Ayat 2 yang berbunyi "Dalam enam bulan setelah Majelis Permusyawaratan 
Rakyat dibentuk, majelis itu bersidang untuk menetapkan UUD."  
19
Bagirmanan dan Susi Dwi Harijanti, Memahami Konstitusi: Makna dan Aktualisasi, h. 
48. 
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dan Komisi PBB untuk Indonesia. Konferensi ini berhasil menyepakati tiga 
hal, yaitu: pertama, mendirikan negara Republik Indonesia Serikat (RIS). 
Kedua, penyerahan kedaulatan kepada RIS yang berisikan tiga hal, 1. Piagam 
penyerahan kedaulatan dari kerajaan belanda kepada pemerintah RIS. 2. Status 
uni dan 3. Persetujuan perpindahan. Ketiga, mendirikan uni antara RIS dan 
kerajaan Belanda. 
Naskah konstitusi Republik Indonesia Serikat disusun bersama delegasi 
Republik Indonesia dan delegasi dari BFO ke konferensi tersebut yang 
kemudian disepakati sebagai Undang-Undang Dasar RIS yang mulai berlaku 
pada tanggal 27 Desember 1949. Dengan berdirinya RIS, wilayah RI sendiri 
masih berdiri di samping RIS dengan UUD 1945 sebagai konstitusinya. Hal itu 
dikarenakan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Konstitusi RIS, RI diakui sebagai 
salah satu negara bagian, yaitu mencakup wilayah yang tersebut dalam 
persetujuan renville.  
Konstitusi RIS yang disusun dalam rangka Konferensi Meja Bundar di Den 
Haag pada tahun 1949 itu, pada pokoknya juga dimaksudkan sebagai UUD 
yang bersifat sementara. Dengan demikian, berlakunya UUD 1945 dalam 
sejarah awal ketatanegaraan Indonesia, baru berakhir bersamaan dengan 
berakhirnya masa berlakunya Konstitusi RIS yaitu tanggal 27 Agustus 1950, 
ketika UUDS 1950 resmi diberlakukan. 
3) Pemberlakuan UUDS pada tanggal 15 agustus 1950 ini, dilatarbelakangi oleh 
Bentuk negara federal mengandung banyak sekali nuansa politis, berkenaan 
dengan kepentingan penjajahan Belanda. Oleh karenanya, penggagasan bentuk 
negara federal dianggap memiliki relevansi sosiologis yang cukup kuat untuk 
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diterapkan di Indonesia, tetapi terkait dengan kepentingan penjajahan Belanda 
maka ide feodalisme menjadi tidak popular. Apalgi, sebagai negara yang baru 
terbentuk, Indonesia memang membutuhkan tahap-tahap konsolidasi 
kekuasaan yang efektif sedemikian rupa, sehingga bentuk negara federasi RIS 
tidak berlangsung lama dan bentuk negara kesatuan dinilai jauh lebih cocok 
untuk diterapkan. 
Perlahan wibawa pemerintah RIS berkurang, dan akhirnya dicapaikan 
kesepakatan antara pemerintah RI dan RIS untuk kembali bersatu dan 
mendirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kesepakatan itu 
dituangkan dalam satu naskah persetujuan bersama pada tangal 19 mei 1950, 
yang pada intinya disepakati dibentuk kembali NKRI sebagai kelanjutan dari 
negara kesatuan yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. 
Untuk menuju langkah mempersiapkan kembali naskah UUD, maka 
dibentuklah panitia untuk menyusun kerangkanya. Setelah racangan selesai, 
kemudian disahkan oleh Badan Pekerja Komite Nasional Pusat pada tanggal 
12 Agustus 1950, dan oleh Dewan Perwakilan Rakyat serta Senat Republik 
Indonesia Serikat pada tanggal 14 Agustus 1950. Selanjutnya, naskah UUD 
baru ini diberlakukan secara resmi pada tanggal 17 Agustus 1950 yaitu 
dengan ditetapkannnya Undang-Undang No. 7 Tahun 1950. Undang-undang 
dasar ini bersifat mengganti, sehingga isinya tidak hanya mencerminkan 
perubahan dari bentuk Konstitusi RIS melainkan juga menerangkan mengenai 
penggantian naskah Konstitusi RIS dengan Undang-Undang Dasar Sementara 
(UUDS) 1950. 
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UUDS 1950 ini bersifat sementara juga, seperti halnya yang tercantum dalam 
Pasal 134 yang mengharuskan Konstituante harus bersama-sama dengan 
Pemerintah segera menyusun Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang 
akan menggantikan UUDS 1950. Berbeda dengan Konstitusi RIS yang tidak 
sempat membentuk Konstituante sebagaimana diamantkan di dalamnya, 
amanat UUDS 1950 telah dilaksankan sedemikian rupa, sehingga pemilihan 
umum untuk pertama kalinya berhasil diselenggarakan di Indonesia pada 
bulan Desember 1955.Pemilihan umum ini diadakan berdasarkan ketentuan 
Undang-Undang No. 7 Tahun 1953. Undang-undang ini berisi dua pasal yaitu: 
(a) ketentuan perubahan Konstitusi RIS menjadi UUDS 1950; (b) ketentuan 
mulai tanggal mulai berlakunya UUDS 1950 itu menggantikan Konstitusi 
RIS, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945. Atas dasar inilah diadakan pemilu 
pada tahun 1955, yang pada akhirnya terbentuk Konstituante. Sayangnya, 
Majelis Konstituante ini tidak atau belum sampai berhasil menyelesaikan 
tugasnya untuk menyusun Undang-Undang Dasar baru, maka dari itu Presiden 
Soekarno menilai bahwa Konstituante telah gagal, dan atas dasar itulah 
Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli 1959 
yang salah satu isinya memberlakukan kembali UUD 1945 sebagai UUD 
Republik Indonesia selanjutnya.  
Menurut Adnan Buyung Nasution dalam disertasi yang dipertahankkannya 
dalam negeri Belanda, Konstituante ketika itu sedang reses, maka tidak dapat 
dikatakan gagal sehingga hanya dijadikan alasan oleh Soekarno untuk 
mengeluarkann dekrit. Namun demikian, nyatanya sejarah ketatanegaraan 
Indonesia telah berlangsung sedemikian rupa, sehingga Dekrit Presiden 5 juli 
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1959 telah menjadi tonggak sejarah diberlakukannya kembali UUD 1945 
sebagai UUD negara Republik Indonesia sejak tanggal 5 Juli 1959 sampai 
dengan sekarang. 
4) Dekrit 5 juli 1959 dikeluarkan sebagai respon terhadap situasi politik dan 
hukum pada masa itu yang kacau. Pengeluaran dekrit pada masa itu dianggap 
sebagai tindakan yang sifatnya inkonstitusional. Presiden menurut sistem 
UUDS 1950 adalah presiden yang tidak bertanggungjawab atas jalannya 
putusan negara. Selanjutnya wewenang menetapkan UUD ada pada 
konstituante bukan pada presiden. Dekrit pada dasarnya suatu "Coup d'Etat", 
karena dengan pemberlakuan UUD1945 presiden mengambil alih 
kewenangan konstituante dan mengambil alih kekuasaan pemerintahan dan 
kabinet. 
Namun demikian, tidak berarti tidak ada dasar untuk membenarkan dekrit 
yaitu atas dasar keadaan darurat negara dan demi keselamatan bangsa dan 
negara dari ancaman disintegrasi, dan lain sebagainya. Jadi terjadi 
pembentukan hukum secara tidak normal. Sebagai suatu pembenaran yang 
nyata, yaitu karena kekuatan politk yang dominan mempunyai daya tekan 
yang kuat memberlakukan  kembbali UUD 1945.
20
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3. Konsep Hak Asasi Manusia dalam UUD 1945 Pasca Amandemen 
Penegakkan dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia memang 
mengalami pasang-surut. Jika kita melihat perjalanan sejarah, kita akan menjumpai 
banyaknya pelanggaran-pelanggaran terhadap nilai kemanusiaan. Misalnya, pada 
tragedi 1965 dengan gerakan G30SPKI dan puncaknya pada tragedi penculikan 
aktifis pada tahun 1998. Hal inilah yang mendorong terjadinya gelombang penolakan 
besar-besaran pada masa itu di samping krisis yang berkepanjangan dan presiden 
yang otoriter dan korup. Pasca reformasi, ketika rezim soeharto telah jatuh maka 
bangsa Indonesia mulai berbenah diri.  
Dalam konteks ketatanegaraan terjadi perubahan besar-besaran melalui proses 
amandemen UUD. Berangkat dari amandemen ini, terjadilah banyak perubahan yang 
sangat mendasar seperti: pada saat perubahan pertama pada sidang tahunan MPR 
tahun 1999 yang terpusat pada masalah pembatasan kekuasaan Presiden dan 
memperkuat kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai lembaga legislatif. 
perubahan kedua pada sidang tahunan MPR tahun 2000 lebih terpusat pada masalah 
wilayah negara dan pembagian pemerintahan daerah, menyempurnakan perubahan 
pertama dalam hal memperkuat kedudukan DPR dan memasukkan ketentuan yang 
terperinci tentang HAM. Perubahan ketiga pada sidang tahunan MPR tahun 2001 
lebih terpusat pada asas-asas landasan bernegara. kelembagaan negara dan hubungan 
antar lembaga negara, dan ketentuan-ketentuan tentang pemilihan umum. Perubahan 
keempat, dilakukan dalam sidang tahunan MPR tahun 2002 hal yang menjadi fokus 
perubahan adalah ketentuan tentang lembaga negara dan hubungan antar lembaga 
negara, penghapusan Dewan pertimbangan Agung (DPA), ketentuan tentang 
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pendidikan dan kebudayaan, ketentuan tentang perekonomian dan kesejahteraan 
sosial dan aturan peralihan dan tambahan.
21
 
Melihat beberapa fase perubahan di atas, kita dapat menarik kesimpulan 
bahwa puncak pengakuan HAM di Indonesia itu adalah pada saat amandemen kedua 
UUD. Dengan dimasukkannya materi HAM dalam UUD maka sudah menjadi 
keharusan bagi negara kesatuan republik indonesia (NKRI) untuk menjamin dan 
menjaga tegaknya hak asasi warganya.  
Menurut Prof. Jimly Asshiddiqie, bahwa materi hak asasi manusia yang telah 
diadopsi ke dalam rumusan UUD NKRI tahun 1945 mencakup 27 materi.
22
 yang jika 
dipadatkan mengatur mengenai beberapa hal pokok yaitu: 
a. Hak beragama dan berkeyakinan sesuai dengan prinsip ke Tuhanan yang Maha 
Esa. 
b. Hak atas hidup dan pemeliharaan kehidupan  
c. Hak atas pendidikan, informasi dan kebebasan menyatakan pendapat. 
d. Hak melanjutkan keturunan (Berkeluarga) 
e. Hak mendapatkan pekerjaan dan jaminan sosial. 
f. Hak atas perlindungan aset budaya. 
g. Hak atas keadilan dan kedamaian. 
Jadi, poin diatas adalah isi pokok materi HAM pada UUD 1945 pasca 
amandemen. Hal inilah yang menjadi pijakan berpikir dalam perlindungan dan 
penegakan HAM di Indonesia. 
                                                          
21
Jimly Asshieddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Edisi Revisi (Jakarta; 
Konstitusi Press, 2005), h. 170-171. 
22
Nurul Qamar, Hak Asasi Manusia dalam Negara HukumDemokrasi: Human Rights in 
Democratiche Rechtsstaat (Cet. II; Jakarta: Sinar Grafika,2014), h. 101-104. 
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BAB IV 
TINJAUAN MAQASHID AL-SYARIAH TERHADAP KONSEP HAM 
DALAM ISLAM DAN UUD 1945 PASCA AMANDEMEN 
Alat ukur yang digunakan dalam membandingkan konsep HAM dalam Islam 
dan UUD 1945 pasca amandemen adalah maqashid syariah. Sebagai konsep 
metodologis dari disiplin ilmu ushul fiqh. Dengan harapan bahwa, maqashid syariah 
dapat memberikan kontribusi dalam perumusan analisis perbandingan konsep ini. 
Maqashid al-syari'ah terdiri dari dua kata, yaitu maqashid dan syari'ah. 
Maqashid adalah bentuk jamak dari maqsad yang berarti kesengajaan atau tujuan.
1
 
Syariah secara etimologi yaitu jalan yang mengantar seseorang untuk sampai ke mata 
air atau tempat orang-orang yang menikmati air minum.
2
 Jalan menuju sumber air ini 
dapat pula dikatakan sebagai jalan kearah sumber pokok kehidupan.  
Menurut Ahmad al-Raysuni menyatakan bahwa syariah itu bermakna 
sejumlah hukum amaliah yang dibawa oleh agama Islam, baik yang berkaitan dengan 
konsepsi akidah maupun legislasi hukumnya.
3
 Jadi, dapat disimpulkan bahwa 
maqashid syariah adalah tujuan-tujuan Tuhan yang ditetapkan dalam agama 
                                                          
1
Hans Weher, A Dictionary of Modern Written Arabic, ed J. Milton Cowan (London: Mac 
Donald & Evan Ltd, 1980), h. 767. 
2
Abdul Wahid Haddade, Konstruksi Ijtihad Berbasis Maqasid Al-Syariah: Membincang 
Formulasi Konsep Ibn Asyur dan Relevansinya dengan Wacana Fiqh Kontenporer (Makassar: 
Alauddin University Press, 2014), h. 41.  
3
Ahmad al-Raysuni, al-Fikr al-Maqasidi: Qawaiduhu wa Fawaiduhu (Cet. II; Rabat: 
Matbaah al-Najah al-Jadidah al-Dar al-Bayda, 1999). h. 10. Dalam Abdul Wahid Haddade, 
Konstruksi Ijtihad Berbasis Maqasid Al-Syariah: Membincang Formulasi Konsep Ibn Asyur dan 
Relevansinya dengan Wacana Fiqh Kontenporer (Makassar: Alauddin University Press, 2014), h. 
42. 
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berbentuk perintah dan larangan semata demi kemaslahatan manusia di dunia dan 
akhirat kelak. 
Dalam pandangan Satria Effendi, maqashid al-syari'ah berarti tujuan Allah 
dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam. Tujuan itu dapat ditelusuri 
dalam ayat-ayat al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sebagai alasan logis bagi rumusan 
suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan ummat manusia. 
Maqashid al-syari'ah adalah untuk kemaslahan manusia di dunia dan di 
akhirat, kemaslahatan itu dapat diwujudkan apabila lima unsur pokok dapat 
diwujudkan dan dipelihara. Kelima hal pokok itu menurut al-Syatibi adalah: agama, 
jiwa, akal, keturunan dan harta.
4
 Dalam usaha mewujudkan dan memelihara lima 
unsur pokok itu maka ia membaginya menjadi tiga tingkatan yaitu: maqashid al-
daruriyat, maqashid al-hajiyat dan maqashid al-tahsiniyat. 
Maqashid al-daruriat dimaksudkan untuk memelihara lima unsur pokok 
dalam kehidupan manusia diatas. Maqashid al-hajiyat dimaksudkan untuk 
menghilangkan kesulitan atau menjadikan pemeliharaan terhadap lima unsur pokok 
menjadi lebih baik lagi. Sedangkan maqashid al-tahsiniyat dimaksudkan agar 
manusia dapat melakukan yang terbaik untuk penyempurnaan pemeliharaan lima 
unsur pokok. 
Tidak terwujudnya aspek daruriyat dapat merusak kehidupan manusia di 
dunia dan akhirat secara keseluruhan. Pengabaian terhadap aspek hajiyat, tidak 
sampai merusak keberadaan lima unsur pokok, akan tetapi hanya membawa kepada 
kesulitan bagi manusia sebagai mukallaf dalam merealisasikannya. Sedangkan 
                                                          
4
Lima unsur pokok di atas, dalam literatur-literatur hukum Islam lebih dikenal dengan 
Ushul al-khamsah dan susunannya adalah agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. 
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pengabaian terhadap tahsiniyat, membawa upaya pemeliharaan lima unsur pokok 
tidak sempurna. Sebagai contoh, dalam memelihara unsur agama, aspek daruriatnya 
antara lain, mendirikan shalat sebagai aspek daruriyatnya, keharusan menghadap 
kekiblat merupakan aspek hajiyat dan menutup aurat adalah aspek tahsiniyat. 
A. Hak Kebebasan Beragama 
Islam adalah jalan menuju kebenaran, membebaskan manusia dari kesesatan 
berpikir dan mengangkat harkat martabat kemanusiaan. Islam identik dengan 
kebebasan, karena Islam menganggap kebebasan adalah salah satu fitrah manusia. 
Termasuk di dalamnya kebebasan beragama. Hal ini dipertegas dalam QS al-Baqarah/ 
2: 256. 
 
                           
                               
 
Terjemahannya: 
  
Tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam, sesungguhnya telah jelas 
jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa yang 
ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, Maka Sesungguhnya ia 
telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. dan 
Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.
5
 
 
Berangkat dari bunyi ayat diatas, jelas Islam tidak pernah memaksakan 
kehendak pada seseorang untuk tunduk berIslam. Sebagai bukti bahwa kebebasan 
seseorang sangat dihargai. Idealnya, berIslam harus berangkat dari kebebasan dan 
kesadaran diri mereka akan ajaran Islam. Hal inilah yang akan membentuk keimanan 
seseorang untuk tunduk dan patuh dalam menjalankan ajaran Islam secara kaffah.  
                                                          
5
Kementrian Agama Republik Indonesia, al-Qur'an dan Terjemahannya (Bandung: 
Kementrian Agama RI, 2012), h. 26. 
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Kebebasan beragama memiliki dimensi yang sangat luas, meliputi kebebasan 
memilih agama atau kepercayaan dan kebebasan menjalankan peribadatannya sesuai 
dengan agamanya masing-masing. Oleh karena itu, perlindungan terhadap kebebasan 
beragama ini akan berimbas kepada terciptanya kondisi yang aman dan tentram 
dalam kehidupan umat beragama. 
Hal inilah yang menyebabkan, banyak negara di dunia memasukkan prinsip 
kebebasan beragama ke dalam konstitusi mereka, salah-satunya adalah Indonesia. 
Dengan harapan bahwa, dengan dimasukkannya prinsip kebebasan beragama sebagai 
bagian dari materi HAM ke dalam konstitusi, dapat memberikan  rasa aman bagi para 
umat beragama di Indonesia. Karena secara konstitusional hal ini diatur dalam 
beberapa pasal dalam UUD 1945 antaralain: pasal 28E ayat 1: 
 
Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, 
memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih 
kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan 
meninggalkannya, serta berhak kembali.
6
  
Pasal 28E ayat 2: "Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini 
kepercayaan."
7
 Pasal 28I ayat 1: 
 
Hak hidup, hak untuk tidak diisiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, 
hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi 
dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang 
berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam 
keadaan apapun.
8
 
Pasal 29 ayat 2: "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk 
memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan 
                                                          
6
Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, bab XA, pasal 28E ayat 1. 
7
Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, bab XA, pasal 28E ayat 2. 
8
Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, bab XA, pasal 28I ayat 1. 
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kepercayaannya itu."
9
 Hal ini adalah penegasan bahwa idealnya negara harus hadir 
dalam penjaminan kebebasan beragama di Indonesia. Karena telah ada alas hukum 
yang kuat dan jelas yang dapat kita jadikan acuan sebagai dasar dalam bernegara. 
Sehingga cita-cita terwujudnya kehidupan umat beragama yang harmonis dapat 
terlaksana. 
Islam sebagai agama, menempatkan kebebasan beragama sebagai salah-satu 
hal yang paling prinsip, karena agama dianggap sebagai jalan menuju kebaikan dunia 
dan akhirat kelak. Paksaan untuk tunduk dan patuh pada ajaran Islam, adalah sesuatu 
hal yang dilarang oleh ajaran Islam itu sendiri.  
Berdasarkan kedua pandangan di atas, baik pasal 28E ayat 1-2, pasal 28I ayat 
1 dan pasal 29 UUD 1945, maupun pandangan Islam sama-sama mengandung prinsip 
kebebasan beragama. Baik mengenai kebebasan memilih agama ataupun dalam 
menjalankan peribadatannya. Kebebasan beragama dalam Islam, berangkat dari 
kebebasan seseorang untuk memilih agama dengan kesadarannya dan 
mengedepankan penghargaan terhadap agama lain yang menjalankan peribadatannya. 
Ajaran Islam telah memberikan penegasan bagaimana hak kebebasan seseorang untuk 
memilih agama dan beribadah sesuai agama atau kepercayaannya dan Islam 
menjamin hal tersebut. Selaras dengan hal itu, di dalam UUD 1945 dijamin pula hak 
kebebasan beragama baik berupa kebebasan memilih agama ataupun menjalankan 
peribadatan sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing. Akan tetapi, dalam 
menjalankan kebebasannya beragama, setiap warga negara Indonesia wajib tunduk 
dengan pembatasan yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Hal ini bertujuan 
untuk, menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan warga 
                                                          
9
Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, bab XI, pasal 29 ayat 2. 
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negara. Sikap ini harus disandarkan pada keadilan dengan pertimbangan moral, nilai-
nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang 
demokratis.
10
 
Oleh karena itu, berdasarkan hasil analisis diatas dapat disimpulkan bahwa 
HAM Islam dan HAM dalam UUD 1945 pada pasal 28E ayat 1-2, 28I ayat 1 dan 
pasal 29 ayat 1-2 dianggap sama-sama menjaga kebebasan beragama. Islam sebagai 
agama menempatkan kebebasan beragama sebagai sesuatu yang sangat mendasar. Hal 
ini meliputi kebebasan memilih agama ataupun menjalankan peribadatannya. 
Begitupun dengan UUD 1945 sama-sama menghargai kebebasan beragama, baik 
berupa kebebasan memilih agama atau kepercayaan dan dalam proses 
peribadatannya. Akan tetapi, kebebasan beragama tetap dibatasi oleh undang-undang 
sebagai pedoman dalam bertingkahlaku umat beragama di Indonesia, semata-mata 
untuk kemaslahatan bersama. 
B. Hak Hidup 
Dalam Islam kehidupan adalah salah-satu hal yang sangat penting. Karena 
kehidupan adalah prasyarat melakukan perubahan, kehidupan adalah sebuah 
optimisme dalam ikhtiar manusia mencari kebenaran. Oleh karena itu, tidak 
seorangpun yang dapat merenggutnya, kecuali atas ketentuan Tuhan yang Maha 
Kuasa. Hal ini dipertegas QS al-Hijr/ 15: 23. 
 
                 
 
Terjemahannya: 
 
                                                          
10
Pandangan ini berangkat dari Pemahaman penulis akan makna pasal 28J ayat 1-2 UUD 
1945. 
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Dan sesungguhnya benar-benar kami-lah yang menghidupkan dan mematikan 
dan kami pulalah yang mewarisi.
11
 
 
Pernyataan dari ayat di atas setidaknya memberikan gambaran bahwa, yang 
seharusnya berhak menentukan kehidupan dan kematian seseorang adalah Tuhan 
semata. Maka dari itu, penyiksaan dan pembunuhan yang dilakukan oleh manusia 
atas manusia yang lain adalah salah-satu tindakan yang sangat di benci oleh Tuhan. 
Hal inilah, yang kemudian memberikan gambaran betapa Islam menjunjung tinggi 
pemeliharaan kehidupan manusia. 
Islam telah memberikan penekanan, barangsiapa yang membunuh seorang 
manusia, ibaratnya dia membunuh semua manusia. Begitupun sebaliknya, seseorang 
yang mampu memelihara seorang manusia, ibarat dia memelihara seluruh manusia.
12
 
Inilah pesan kemanusiaan universal, yang menggambarkan pentingnya  perlindungan 
hak asasi atau dasar manusia dalam hal ini hak hidup. 
Adapun ancaman Tuhan atas tindakan pelanggaran terhadap hak hidup ini 
adalah dosa yang amat besar.
13
 Hal ini dikarenakan, kehidupan adalah suatu anugrah 
dari Tuhan dan hanya Dia yang mempunyai hak prerogatif atas hidup dan matinya 
manusia di dunia. 
Selaras dengan hal tersebut, Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi 
perlindungan terhadap kehidupan. Hal ini dibuktikan dengan dituangkannya materi 
tentang hak asasi dalam  UUD 1945 sebagai sesuatu yang penting dalam konstitusi 
negara. Sebagaimana telah diatur dalam beberapa pasal dalam UUD 1945 antaralain: 
pasal 28A "Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan 
                                                          
11
Kementrian Agama Republik Indonesia, al-Qur'an dan Terjemahannya, h. 263. 
12
Pemahaman penulis ini berangkat dari, pemahaman akan makna QS al-Maidah/ 5: 32. 
13
Lihat QS al-Isra/ 17: 31. 
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kehidupannya."
14
 Pasal 28G ayat 2: "Setiap orang berhak untuk bebas dari 
penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak 
memperoleh suaka politik dari negara lain."
15
 dan pasal 28I ayat 1: 
 
Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati 
nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui secara 
pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang 
berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam 
keadaan apapun.
16
 
 
Berdasarkan kedua pandangan di atas, baik pasal 28A, pasal 28G ayat 2 dan 
pasal 28I ayat 1 ataupun dalam Islam sama-sama memiliki prinsip perlindungan 
terhadap hak hidup. Baik mengenai, perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang 
mengancam ataupun menghilangkan kehidupan seorang manusia.  
Oleh karena itu, berdasarkan analisis diatas dapat disimpulkan bahwa HAM 
Islam dan UUD 1945 pasca amandemen, sama-sama melindungi hak hidup. Islam 
memandang hak hidup seseorang sebagai sesuatu yang sangat penting untuk 
dilindungi. Disatu sisi, perlindungan terhadap hak hidup seseorang sebagai suatu 
keharusan. Disisi yang lain menjadi suatu kewajiban pula untuk menjaga dan 
memelihara hak hidup manusia yang lain. Selaras dengan hal tersebut, UUD 1945 
pasca amandemen juga menyatakan demikian hak untuk bebas dari penyiksaan dan 
hak hidup adalah sesuatu yang sangat penting untuk dilindungi. 
C. Hak Kebebasan Berpikir dan Berpendapat 
Kebebasan untuk berpikir dan berpendapat adalah dua hal yang saling terkait 
dan masing-masing mempunyai posisi yang sangat penting. Hal ini dikarenakan, 
                                                          
14
Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, bab XA, pasal 28A. 
15
Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, bab XA, pasal 28G ayat 2. 
16
Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, bab XA, pasal 28I ayat 1. 
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berpikir adalah proses kerja akal dalam mengolah atau mengabstraksi sesuatu untuk 
mendapat pengetahuan baru, sedangkan berpendapat adalah proses mengeluarkan ide-
ide atau gagasan yang berangkat dari aktivitas berpikir. Jadi, cakap tidaknya sesorang 
dapat dibebani hukum dapat diukur dari hal tersebut.  
Dalam Islam kebebasan berpikir dan berpendapat adalah dampak diberikannya 
manusia potensi akal. Akal dapat mengantarkan manusia menjadi mahluk yang mulia 
disisi Tuhan atau bahkan paling nista. Jika manusia menggunakannya dengan arif dan 
bijaksana berangkat dari kesadaran, maka ia akan mendapat posisi mulia di hadapan 
Tuhan. Sebaliknya, jika salah dalam menggunakan akan berakibat fatal, ia akan 
mendapat posisi paling rendah atau nista. Oleh karena itu, manusia dituntut 
menggunakan pikirannya dengan baik dan bertanggungjawab. 
Sebagai salah-satu tindakan untuk mencegah berkurang atau hilangnya fungsi 
akal,  Islam telah menganjurkan untuk menghindari apapun yang dapat mengancam 
kinerjanya. Hal ini dinyatakan dalam QS al-Maidah/ 5: 90. 
 
                            
                
 
Terjemahannya: 
  
Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya meminum khamar, berjudi, 
berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah Termasuk 
perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu 
mendapat keberuntungan.
17
 
 
Berangkat dari terjemahan ayat di atas, benang merahnya adalah, jika 
menginginkan keberkahan Tuhan kita harus menjauhi segala bentuk laranganNya dan 
                                                          
17
Kementrian Agama Republik Indonesia, al-Qur'an dan Terjemahannya, h. 123. 
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menjalankan perintahNya. Demi tegaknya visi Islam amr ma'ruf nahi mungkar. 
Dengan demikian, terpeliharanya akal ini akan berdampak pada berjalannya fungsi 
akal dengan baik.  
Dalam Islam, kebebasan berpikir adalah salah-satu hal yang sangat penting. 
Seseorang dapat dikenai kewajiban jika ia telah dewasa dan berakal. Dewasa dapat 
diartikan sebagai kematangan usia seseorang dan berakal berarti mampu 
membedakan mana yang baik dan buruk. Penekanan dalam al-Qur'an tentang anjuran 
manusia untuk berpikir ini dapat dilihat dalam QS. al-Mulk/ 67: 19. 
 
                          
             
 
Terjemahannya: 
 
Dan apakah mereka tidak memperhatikan burung-burung yang 
mengembangkan dan mengatupkan sayapnya di atas mereka? tidak ada yang 
menahannya di udara selain yang Maha Pemurah. Sesungguhnya Dia Maha 
melihat segala sesuatu.
18
 
 
Berdasarkan ayat di atas, telah dianjurkan bagi manusia untuk merenung dan 
berpikir berangkat dari semua fenomena-fenomena yang terjadi. Sehingga manusia 
dapat mengambil hikmah dan belajar dari peristiwa tersebut. Aktifitas berpikir ini 
jelas akan berbuah hasil, hasil ini akan dijadikan rujukan untuk menjadi bahan 
pengembangan pengetahuan.  
Selaras dengan hal itu, di dalam UUD 1945 pasal 28C ayat 1 menyatakan hal 
yang demikian. Pemerintah Republik Indonesia menempatkan pendidikan sebagai 
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salah-satu kebutuhan  dasar manusia yang harus didapatkan. pendidikan akan 
mengasah akal dalam berpikir. Demikian kutipannya: 
 
Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan 
dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu 
pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas 
hidupnya dan demi kesejahteraan ummat manusia.
19
 
Oleh sebab itu, pemenuhan terhadap hak dasar ini tidak dapat lagi dilakukan 
tawar-menawar. Karena merupakan salah-satu hak konstitusional warga negara. 
Dimana negara merupakan entitas utama yang berhak melindungi dan memenuhi hak 
warganya. 
Erat kaitannya dengan kebebasan berpikir yang dijelaskan di atas, kebebasan 
berpendapat adalah dampak dari adanya akal manusia. karena adanya akal ini 
manusia berpikir, setelah berpikir akan mendapat hasil dan setelah mendapat hasil 
akan ada penyampaian gagasan berupa pendapat. Dengan demikian, berpendapat 
adalah proses penyampaian ide-ide atau gagasan. Dalam Islam, kebebasan 
berpendapat adalah bagian dari kebebasan manusia, selama mampu dipertanggung 
jawabkan dan tidak keluar dari koridor Islam kebebasan berpendapat sah-sah saja 
untuk dilakukan. Hal ini juga dipertegas dalam QS Ali Imran/ 3: 104. 
 
                            
           
 
Terjemahannya: 
 
Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada 
kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar 
merekalah orang-orang yang beruntung.
20
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Selaras dengan hal tersebut, didalam UUD 1945 pasal 28E ayat 2-3 
menyatakan demikian, pemerintah menetapkan kebebasan berpendapat sebagai suatu 
hal yang penting dan perlu dilindungi. Demikian kutipannya "Setiap orang berhak 
atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan 
hat nuraninya. dan setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan 
mengeluarkan pendapat."
21
  
Jadi, berdasarkan dua pandangan diatas baik pasal 28C ayat 1 dan pasal 28E 
ayat 2-3 ataupun dalam Islam sama-sama menghargai kebebasan berpikir dan 
berpendapat. Oleh karena itu, berdasarkan analisis diatas HAM Islam dan UUD sama-
sama menghargai kebebasan berpikir dan berpendapat. Islam memandang kebebasan 
berpikir dan berpendapat adalah suatu hal penting dan saling terkait. Karenanya harus 
dilindungi. Kebebasan berpikir dan berpendapat harus disandarkan nilai-nilai ajaran 
Islam yang menjunjung tinggi penghargaan dan pertanggung jawaban. Kebebasan 
tetap mendapatkan batasan. Begitupun dalam UUD 1945 kebebasan berpikir dan 
berpendapat juga ditempatkan pada posisi yang sangat penting karena telah 
dituangkan dibeberapa pasalnya. Akan tetapi sama halnya dengan Kebebasan berpikir 
dan berpendapat dalam Islam dalam UUD 1945pun juga menempatkan batasan yang 
jelas terhadap kebebasan berpikir dan berpendapat. 
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D. Hak melanjutkan Keturunan 
Manusia adalah mahluk yang dipercayakan Tuhan untuk memelihara dan 
memakmurkan bumi. Akan tetapi, untuk memelihara dan memakmurkan bumi butuh 
waktu yang lama sementara hidup manusia terbatas dimuka bumi. Oleh karena itu, 
untuk melanjutkan cita mulia tersebut manusia harus melanjutkan keturunannya.  
Dalam Islam melanjutkan keturunan harus sesuai dengan koridor-koridor 
Islam. Jika sebaliknya maka itu dapat dikatakan zina. Zina adalah persetubuhan 
antara pria dan wanita yang tidak memiliki ikatan perkawinan yang sah menurut 
agama. Islam memandang perzinaan, sebagai dosa besar yang dapat menghancurkan 
tatanan kehidupan keluarga, masyarakat dan negara. Berzina dapat diibaratkan seperti 
memakai barang yang bukan menjadi hak miliknya. Hal ini dipertegas dalam QS al-
Isra/ 17: 32. 
 
                  
 
Terjemahannya:  
 
Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu 
perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.
22
 
 
Sebagai jalan keluar untuk dapat melakukan pergaulan suami dan istri yang 
halal dan sah, solusinya adalah perkawinan. Perkawinan adalah akad yang sangat kuat 
atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksakannya 
merupakan ibadah.
23
 Adapun rukun perkawinan yaitu: calon mempelai, wali nikah, 
saksi nikah, mahar dan akad nikah. Oleh karena itu, perkawinan adalah sesuatu yang 
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sangat sakral dan suci, sebagai gerbang awal membina rumah tangga yang sakinah, 
mawaddah dan warahmah.  
Berbeda dengan Islam, di Barat melanjutkan keturunan dapat saja dilakukan 
kapan dan dimana saja tanpa melalui gerbang perkawinan, karena mereka 
menganggap urusan pribadi adalah urusan yang tidak dapat diganggu oleh siapapun. 
Mereka bebas menentukan untuk melanjutkan keturunan dengan perkawinan ataukah 
tidak dengan perkawinan. Dalam melanjutkan keturunan mereka menganggap tidak 
dibatasi oleh ras, kebangsaan ataupun agama.
24
  
Sebaliknya, di Indonesia sebagai negara yang beragama dan menjunjung 
tinggi adat ketimuran. Tidak diperkenangkan untuk melanjutkan keturunan diluar 
hubungan perkawinan. Hal ini, dipertegas dalam UUD 1945 pasal 28B ayat 1 "setiap 
anak berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan 
yang sah."
25
 Sah yang dimaksud disini, harus sesuai dengan undang-undang yang ada 
yakni undang-undang no.1 tahun 1974 pasal 2 ayat 1-2 "pertama harus sesuai dengan 
hukum masing-masing agamanya dan kedua harus tercatat menurut undang-undang 
yang berlaku." Jadi, melanjutkan keturunan tanpa melalui ketentuan yang berlaku 
dianggap tidak sah. 
Jadi, berdasarkan kedua pandangan di atas baik pasal 28 B ayat 1 ataupun 
Islam, sama-sama menganjurkan melanjutkan keturunan. Oleh karena itu, 
berdasarkan analisis diatas HAM Islam dan UUD 1945 sama-sama mengindahkan 
melanjutkan keturunan. Dalam Islam melanjutkan keturunan harus disandarkan pada 
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Pemahaman ini berangkat dari bunyi pasal 16 ayat 1 UDHR yang mengatakan bahwa 
"laki-laki dan perempuan yang telah cukup umur, demgan tidak ada pembatasan apapun karena 
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ajaran Islam yakni harus melalui perkawinan. Perkawinan ini harus berlandaskan 
cinta kasih juga menjauhi larangan perkawinan misalnya: dilarang melangsungkan 
perkawinan antara pria dan wanita yang memiliki pertalian nasab, karena pertalian 
kerabat, pertalian kerabat semenda, pertalian sesusuan, pria dengan pria atupun 
sebaliknya dan seorang wanita dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang 
pria  yang tidak beragama Islam. Begitupun dalam UUD 1945 melanjutkan keturunan 
juga harus sesuai dengan ketentuan agamanya masing-masing dan harus tercatat 
secara resmi sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku. 
E. Hak Milik 
Hak milik adalah kalimat yang berangkat dari dua akar kata hak dan milik. 
Hak dapat diartikan sebagai kekuasaan, milik, benar, ataupun kewenangan. 
Sementara, milik dapat diartikan sebagai kepunyaan akan sesuatu. Jadi, hak milik 
adalah kekuasaan akan suatu barang yang dimiliki oleh seseorang ataupun bersama-
sama. 
Hak milik dalam Islam, dapat diartikan dengan menguasai, memiliki suatu 
benda. Seseorang yang mempunyai hak milik, dapat mengatur dan memanfaatkannya 
selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Hak milik dalam Islam tidaklah 
bersifat mutlak (absolut) milik manusia, melainkan milik Tuhan. Manusia hanya 
mempunyai hak milik yang sifatnya sementara atau (relative). Hal ini dipertegas 
dalam QS al-Baqarah/ 2: 284. 
 
                               
                               
      
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Terjemahannya: 
 
Kepunyaan Allah-lah segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. 
Dan jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu 
menyembunyikan, niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu 
tentang perbuatanmu itu. Maka Allah mengampuni siapa yang dikehandaki-
Nya dan menyiksa siapa yang dikehendaki-Nya, dan Allah Maha Kuasa atas 
segala sesuatu.
26
 
 
Penegasan, ayat al-Qur'an diatas setidaknya menjadi pesan bahwa, 
kepemilikan manusia akan harta atau kebendaan tersebut hanyalah bersifat sementara. 
Pemilik yang sesungguhnya adalah Tuhan yang memiliki segala sesuatu yang berada 
di langit dan di bumi. Oleh karena itu, manusia dituntut untuk lebih bijaksana dalam 
menggunakannya. 
Islam, mengakui adanya kepemilikan pribadi dan umum. Kepemilikan pribadi 
ini adalah merupakan hak milik individu yang mendasar, bersifat  permanen, penting, 
melekat pada eksistensi manusia dan bukan  merupakan fenomena sementara. 
Kepemilikan ini diperoleh melalui bekerja, warisan hibah dan lain sebagainya. Hak 
milik pribadi ini tidaklah mutlak, tetapi  dibatasi oleh kewajiban yang dibawanya. 
Kewajiban ini antaralain individu dapat menikmati hak-hak yang dimilikinya, tetapi 
tetap mempunyai kewajiban tertentu kepada masyarakat dan Tuhan 
Kepemilikan pribadi dalam Islam mempunyai tanggungjawab yang besar 
terhadap kemaslahatan ummat. Sebagai upaya mewujudkan maqashid syari'ah. 
Berbeda dengan konsep kapitalis tentang kepemilikan pribadi, mereka beranggapan 
bahwa kepemilikan pribadi adalah hak mutlak yang dimiliki individu. Selama tidak 
merugikan individu tersebut dan menguntungkan maka diperbolehkan. Sedangkan 
dalam konsep komunis, kepemilikan individu tidak diakui yang ada itu adalah 
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kepemilikan negara. Individu hanya mendapatkan pemberian negara, negara yang 
mengatur segalanya. Sedangkan kepemilikan umum adalah suatu barang yang 
diperuntukkan pemanfaatannya untuk masyarakat. Adapun ciri-ciri barang umum ini 
dapat berupa fasilitas umum seperti masjid dan lain sebagainya. 
Selaras dengan hal tersebut, dalam UUD 1945 pasal 28G ayat 1 yang 
berbunyi: 
 
Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, 
martabad dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa 
aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak 
berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.
27
 
 
Yang kemudian mendapatkan penekanan disini adalah perlindungan diri 
pribadi, keluarga, kehormatan, martabad dan harta benda yang dibawah 
kekuasaannya. Jelas, kata pribadi disini merujuk pada manusia sebagai individu, 
kemudian keluarga merujuk pada kebersamaan yang menandakan kepentingan 
bersama atau umum. Adapula dalam pasal 28H ayat 4 yang menyatakan "setiap orang 
berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih 
secara sewenang-wenang oleh siapapun."
28
 Dalam pasal ini, menekankan setiap orang 
berhak mempunyai hak milik pribadi dan siapapun tidak dapat merampasnya sesuka 
hati.  
Jadi, berdasarkan kedua pandangan di atas baik pasal 28G ayat 1, pasal 28H 
ayat 4 ataupun dalam Islam sama-sama mengakui hak milik. Oleh karena itu, 
berdasarkan analisis di atas HAM Islam dan UUD 1945 sama-sama melindungi dan 
mengakui hak milik. Dalam Islam hak milik seorang manusia bukanlah sesuatu yang 
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bersifat mutlak (absolut) tetapi relatif. Hak milik dalam Islam terbagi atas hak 
kepemilikan pribadi dan umum. Begitupun dalam UUD 1945 sama-sama mengakui 
adanya kepemilikan pribadi dan umum. 
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BAB V 
PENUTUP 
A. KESIMPULAN 
Berdasarkan analisis mengenai hak asasi manusia (HAM) dalam Islam dan 
UUD 1945 pasca amandemen dengan memakai pendekatan maqashid syari'ah, maka 
penulis menyimpulkan: 
Konsep Islam tentang HAM, dalam Islam hak asasi manusia itu semata 
bersumber dari Allah (Ilahiyah). Selain manusia diberi hak asasi, disisi lain ada 
kewajiban asasi yang harus ditunaikan pula. Begitupun dalam UUD 1945 pasca 
amandemen. Sebagai konstitusi negara HAM adalah salah satu muatan materi utama 
di dalamnya. Pengakuan akan hak asasi manusia tetap menjadi poin utama 
didalamnya akan tetapi tetap menekankan perlunya penghargaan terhadap hak asasi 
manusia yang lain demi menjamin terwujudnya ketertiban umum dalam bernegara. 
HAM Islam dan UUD 1945 pasca amandemen berdasarkan penelitian penulis 
sama-sama melindungi hal pokok atau utama sesuai pandangan Syatibi. Jika dalam 
konsepnya Syatibi mengatakan bahwa ada 5 hal pokok yang harus dilindungi yaitu: 
Agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Kedua pandangan tersebut juga demikian.  
Dalam pandangan HAM Islam dan UUD 1945 pasal 28e ayat 1-2, pasal 28i 
ayat 1 dan pasal 29 ayat 1-2 sama-sama memelihara kebebasan beragama. Kebebasan 
ini jika dibagi terdiri atas dua hal: pertama kebebasan memilih agama atau 
kepercayaan dan kedua menjalankan peribadatannya. Dalam pandangan Islam 
kebebasan beragama baik memilih ataupun beribadah itu dilindungi. Sama halnya 
dengan UUD 1945 juga demikian kebebasan memilih agama dan beribadah sesuai 
dengan kepercayaannya itu sangat dihargai dan dilindungi. 
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HAM Islam dan UUD 1945 pasal 28a, pasal 28g ayat 2 dan pasal 28i ayat 1 
tentang hak hidup manusia sama-sama dilindungi. HAM Islam beranggapan hak 
hidup bukan semata bicara hak tapi juga kewajiban. Adapun sanksi terhadap seorang 
pembunuh diancam dengan qisas. Selaras dengan hal tersebut dalam UUD 1945 
perlindungan kehidupan dianggap sangat penting. Oleh karena itu, segala tindakan 
yang mengancam kehidupan manusia dapat mendapatkan sanksi. 
HAM Islam dan UUD 1945 pasal 28c ayat 1, 28e ayat 2-3 dan pasal 28i ayat 1 
tentang kebebasan berpikir dan berpendapat dilindungi. Dalam Islam kebebasan 
berpikir adalah salah-satu dampak diberikannya manusia akal. Jadi, segala sesuatu 
yang dapat mengurangi atau menghilangkan fungsinya sebaiknya dihindari. 
Kebebasan berpikir akan memunculkan banyak ide-ide atau gagasan sehingga tidak 
ada lagi kata untuk menolak menyuarakannya. Selama berada dalam koridor Islam. 
Begitupun dalam UUD 1945 kebebasan berpikir dan berpendapat tetap dilindungi 
karena merupakan hal yang sangat penting. Selama disandarkan pada tata nilai yang 
ada. 
HAM Islam dan UUD 1945 pasal 28b ayat 1, sama menganjurkan untuk 
melanjutkan keturunan. Dalam Islam, menganjurkan perkawinan sebagai gerbang 
awal melanjutkan keturunan. Begitupun dalam UUD 1945 setiap orang berhak 
membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. 
HAM Islam dan UUD 1945 pasal 28g ayat1dan 28h ayat 4 masing-masing 
mengakui adanya hak milik individu terhadap harta benda. Dalam Islam, mengakui 
kepemilikan individu dan bersama. Begitupun dalam UUD 1945 kepemilikan 
individu atau bersama, sama-sama diakui selama tidak melanggar hak orang lain. 
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B. IMPLIKASI PENELITIAN 
Kajian mengenai HAM dalam pandangan Islam dan UUD 1945 pasca 
amandemen dengan pendekatan maqashid syari'ah telah menemukan 
persamaan dan perbedaan yang dasar tentang HAM dalam pandangan Islam 
dan UUD 1945 pasca amandemen. Penelitian yang lebih dalam tentang 
konsep hak asasi manusia dengan pendekatan maqashid syariah akan sangat 
berguna dalam perumusan konsep HAM yang lebih humanis.  
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